LAPORAN HASIL PENELITIAN
SISTEM KADERISASI DAN PENETAPAN 
CALON ANGGOTA LEGISLATIF  DALAM PEMILU 
(Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara)

[image: image1.jpg]



OLEH
SUHARDIMAN, S.Sos.,M.Si
NIDN 11 050472 01 

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

TAHUN 2015
HALAMAN PENGESAHAN
Usulan Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2015
Judul Penelitian

:
Sistem Kaderisasi dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Pemilu 2009 (Studi Kasus Partai Politik Kabupaten Penajam Paser Utara)
Nama Peneliti


:
1. Suhardiman, S.Sos.,M.Si (Koordinator)








2. Jamiah, S.Sos, M.Si (Anggota)
NIDN




:
11 050472 01/11 060773 01
Jabatan Fungsinal

:
Lektor Kepala

Fakultas/Prog. Studi

:
Isipol/ Ilmu Admnistrasi Negara

Institusi



:
Univ, 17 Agustus 1945 Samarinda

No. HP



: 
085346320415

Alamat Surel (e-mail
)
:
suhardiman0572@gmail.com
Sumber Pendanaan

:
Untag 1945 Samarinda Rp.10.000.000,-      (Sepuluh Juta Rupiah)











Samarinda, 10 Oktober 2015

Menyetujui, 

Fisipol Untag 1945 Samarinda


    
Dosen
Drs. Damai Darmadi, M.Si


Suhardiman, S.Sos., M.Si
NIP. 19570504 198601 1001
                     
NIDN. 11 050472 01
Mengetahui :

LPPM Untag 1945 Samarinda
Ketua,
Prof. Dr. Fl. Sudiran, M.Si
NIP. 19480921 197503 1 001

DAFTAR ISI

	HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

RINGKASAN

RIWAYAT HIDUP

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL
	i

ii

iii

iv

v

vi

vii

	BAB  I
	:
	 PENDAHULUAN
	

	
	
	1.1. Latar Belakang
	

	
	
	1.2. Rumusan Masalah
	

	
	
	1.3. Tujuan Penelitian
	

	
	
	1.4. Manfaat Penelitian
	

	BAB  II
	:
	KERANGKA DASAR TEORI
	

	
	
	2.1.   Teori dan Konsep
	

	
	
	         2.1.1.  Kaderisasi
	

	
	
	                    2.1.1.1. Pengertian Sistem
	

	
	
	                    2.1.1.2. Pengertian Kaderisasi
	

	
	
	                    2.1.1.3. Sistem Kaderisasi
	

	
	
	2.1.2. Penetapan Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu
	

	
	
	2.1.2.1. Pengertian Partai Politik
	

	
	
	2.1.2.2. Pengertian Calon Anggota Legislatif
	

	
	
	2.1.2.3. Pengertian Pemilu
	

	
	
	2.1.2.4. Penetapan calon anggota legislative dalam pemilu
	

	
	
	2.1.3. Sistem Kaderisasi dan Penetapan Calon Legislatif di Partai Politik



	

	
	
	2.2. Definisi Konsepsional
	

	BAB  III
	:
	METODE PENELITIAN
	

	
	
	3.1. Jenis Penelitian
	

	
	
	3.2. Fokus Penelitian
	

	
	
	3.3. Sumber Data 
	

	
	
	3.4. Teknik Pengumpulan Data 
	

	
	
	3.5. Teknik Analisis Data 
	

	BAB  IV
	:
	PENYAJIAN DATA 
	

	
	
	4.1.  Gambaran Lokasi Penelitian
	

	
	
	        4.1.1. Profil Kabupaten Penajam Paser Utara
	

	
	
	        4.1.2. Profil Partai Golongan Karya
	

	
	
	4.2. Sistem Kaderisasi Dan Penetapan Calon Anggota Legislatif
	

	
	
	        4.2.1.  Sistem Kaderisasi Yang Dilakukan Oleh Partai Golkar Di Kabupaten Penajam Paser Utara
	

	
	
	4.2.1.1.  Mengikuti Pelatihan Yang  Diselelnggarakan Oleh Partai Golkar
	

	
	
	4.2.1.2   Memegang Suatu Jabatan Didalam Susunan Kepengurusan Partai Golkar
	

	
	
	4.2.1.3   Manjalankan Tugas-Tugas Serta Tanggung Jawab yang diberikan partai
	

	
	
	4.2.2.  Proses Dan Penetapan Calon Anggota Legislatif

	

	
	
	4.2.2.1   Menjalani Proses Rekrutmen/Seleksi  Calon Anggota Legislatif

	

	
	
	                   4.2.2.2.  Pendidikan Dan Pelatihan Politik
	

	
	
	                   4.2.2.3   Proses Penetetapan Daftar Calon Legislatif Sementara
	

	
	
	       4.2.3.   Pertimbangan Partai dalam penetapan Calon Legislatif
	

	
	
	                   4.2.3.1. Pertimbangan Bagi Kader


	

	
	
	                               4.2.3.1.1  Memiliki Memiliki Prestasi,  Dedikasi, Disiplin, Loyalitas 
	

	
	
	                               4.2.3.1.2. Intelektual
	

	
	
	                               4.2.3.1.3. Memiliki Ketentuan yang disyaratkan oleh UU
	

	
	
	                  4.2.3.2. Pertimbangan Partai Non Kader
	

	
	
	       4.2.4. Strategi Partai Dalam Menjaga Kader Agar Tidak Pindah Ke Partai Lain
	

	
	
	                 4.2.4.1. Memberikan Jabatan-Jabatan Strategis 
	

	
	
	                 4.2.4.2. Memberikan Insentif/Gaji
	

	BAB  V
	:
	PENUTUP
	

	
	
	A. Kesimpulan
	

	
	
	B. Saran
	

	DAFTAR PUSTAKA
	


BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang 

Proses demokratisasi di Indonesia pasca orde baru telah menghasilkan desain sistem politik yang sangat berbeda secara signifikan dengan desain yang dianut selama masa orde baru. Reformasi prosedural dan kelembagaan yang walau dilakukan secara bertahap, telah mengubah landasan berpolitik secara sangat radikal.

Perkembangan dunia politik di Indonesia terus berkembang seiring dengan reformasi terhadap produk hukum, pemerintahan, maupun kebebasan pers. Dalam skala nasional dapat kita lihat pada pemilihan umum 2004 dan 2009 yang dilaksanakan secara langsung. Pemilu merupakan momen terbesar demokrasi. Terbesar dari segi anggaran yang harus dikeluarkan, terbesar gesekan politiknya, dan terbesar pengaruhnya terhadap keberlanjutan pembangunan sosial politik suatu negara. Dalam sistem Pemilu di Indonesia yang baru, ada beberapa jenis penyelenggaraan Pemilu, salah satunya pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota serta DPD.
Diawali dengan Pemilu Legislatif yang berlangsung tanggal 9 April 2009 ternyata masih meninggalkan berbagai persepsi didalam masyarakat. Pesta demokrasi yang merupakan proses demokrasi pemerintahan di Indonesia ini, ternyata banyak meninggalkan tanda tanya besar. Banyaknya kesalahan dalam proses penyelenggaran Pemilu ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang sangat berat, kesalahan-kesalahan seperti kacaunya Daftar Pemilih Tetap (DPT), surat suara yang tertukar, dan kesalahan cetak surat suara.
Berbicara mengenai pemilu, salah satu instrumen yang sangat penting didalamnya adalah Partai Politik. Partai politik merupakan kendaraan politik bagi para calon anggota legislatif untuk memperoleh mandat dari rakyat untuk menjadi wakilnya diparlemen. Sebuah Partai politik tidak hanya dikelola oleh satu orang karena partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk  mempengharui bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan idiologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung. 

Sebagai agen demokrasi partai politik mempunyai tugas yang tidak ringan, Penyaluran aspirasi kontitusi dan merubahnya menjadi kebijakan publik yang bertanggung jawab menjadi tugas utama para pemegang kekuasaan. Selain itu ada tugas yang tak kalah penting yang harus diemban oleh partai politik yaitu melakukan kaderisasi setelah melalui proses rekrutmen politik. Semua tanggung jawab ini sangat penting untuk bisa diemban dengan baik oleh partai politik apabila proses demokrasi di Indonesia benar-benar bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda dimana pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Pembahasan menarik tentu tentang peran dan fungsi pemerintah dalam memposisikan dirinya secara proporsional dan juga kemampuan partai politik untuk mengatur dirinya sendiri dan kemampuan untuk mempertahankan dominasi perannya dari intervensi kekuasaan .
Persoalaan kaderisasi ini dikatakan sebagai persoalan penting karena sesungguhnya didalam partai perlu digodok pemimpin lokal maupun pemimpin nasional yang memiliki visi demokrasi dan bermental jujur. Untuk itu, sangat perlu dan mendesak bagi partai politik terutama para ketua umumnya untuk segera memikirkan langkah-langkah strategis yang bisa merubah keadaan ini. Mereka harus segera melakukan perombakan mendasar terhadap sistem rekrutmen politik didalam partai politik yang mereka pimpin sehingga bisa mendukung proses kaderisasi pemimpin nasional.
Idealnya sebuah partai politik menominasikan calon anggota legislatif  yang telah bergabung dengan partai politik beberapa tahun sebelum pemilu. Dengan demikian proses inisiasi sang calon anggota legislatif dengan partai politik telah berlangsung baik. Partai politik mengenal calon anggota legislatif tersebut dengan baik dan calon anggota legislatif pun telah menyatu dengan ideologi, visi, misi, dan program partai politik dengan baik.
Calon anggota legislatif seharusnya tersaring melalui proses perekrutan berdasarkan kriteria yang demokratis, objektif terukur, memperhatikan keahlian, dan bebas dari korupsi, gratifikasi, kolusi, serta nepotisme dengan alasan ketika calon anggota legislatif harus memperjuangkan visi, misi dan program partai politik, sang calon tidak merasa dilematis karena telah mengetahui konsekuensi menjadi bagian dari partai politik.
Partai Golkar dalam merekrut seorang anggota legislatif menetapkan beberapa keriteria 4 (empat) yaitu: Pertama, memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas sebagai anggota legislatif; Kedua, memiliki pengabdian dan rekam jejak yang baik selama aktif di Partai Golkar; Ketiga, memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT); dan Keempat, Memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang. (pedoman penyusunan daftar calon anggota DPR-RI, DPRD propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar, 2013:4)

Partai politik tanpa kaderisasi tidak berarti apa-apa, partai politik membutuhkan regenerasi. Regenerasi pasti dilakukan tetapi untuk memperoleh hasil regenerasi yang baik maka dibutuhkan proses kaderisasi yang sistematis dan penanganan yang khusus.
Sistem kaderisasi akan berjalan baik jika semua pihak yang saling terkait saling bantu-membantu dan bekerja sama dalam  membentuk pola pengkaderan. Dibutuhkan kerjasama antara pihak yang melakukan pengkaderan terhadap anggota baru partai, yaitu pihak yang diajak untuk menjadi kader maupun unsur pendukung lainnya yang dibutuhkan, misalnya seperti materi yang mampu membentuk pola berfikir dan bekerja seorang kader sesuai dengan tujuan partai politik yang bersangkutan. Bila partai politik mampu menghasilkan kader partai yang berkualitas, berarti partai politik mampu menyediakan pemimpin nasional masa depan yang berkualitas pula.
Apabila proses kaderisasi ini macet, maka transisi kepemimpinan dari generasi tua kepada generasi yang lebih muda juga akan macet. Kemandekan proses kaderisasi didalam partai politik ini telah menimbulkan kekecewaan yang dalam dibanyak kalangan. Kekecewaan ini diwujudkan dengan pembentukan partai-partai politik baru dan munculnya wacana calon perseorangan ditengah keinginan kolektif membangun sebuah sistem demokrasi perwakilan yang memposisikan partai politik sebagai satu-satunya agen perubahan.

Seperti halnya partai politik pada umumnya, partai Golkar dalam hal memilih calon anggota legislatif haruslah seorang individu yang mengerti tentang azas, idiologi, platform, peraturan partai dan juga merupakan orang yang dikehendaki oleh rakyat atau para konstituen. Hal ini dapat dimengerti karena seorang calon anggota legislatif jika terpilih nantinya haruslah memperjuangkan kepentingan partai yang mengusungnya. Dengan demikian ini akan menjamin tetap sterilnya tujuan besar partai dari kepentingan-kepentingan orang yang tidak memahami arah dan perjuangan partai Golkar. Dan partai Golkar juga akan terhindar dari para kutu loncat/oportunis partai.

Kenyataannya, pada pemilu 2009 terlihat calon anggota legislatif dari partai Golkar untuk daerah pemilihan Kabupaten Penajam Paser Utara bukanlah seorang kader atau anggota partai Golkar, tetapi berasal dari partai politik lain seperti Abdul Rais yang dulunya adalah seorang kader dari Partai Amanat Nasional (PAN) tahun 2004 dan pada tahun 2009 pindah kepartai Golkar. Dan pada tahun 2014 nanti Abdul Raiz akan menjadi Calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).(sumber hasil wawancara ketua harian Partai Golkar).

Dikatakan sebuah kaderisasi berhasil ketika dari proses kaderisasi tersebut mampu menciptakan pribadi yang tangguh dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap partai, sehingga antara dirinya dan partai merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dan mampu menjadi solusi dari masalah-masalah yang muncul bagi partai dikemudian hari. Keberhasilan partai politik dalam melakukan proses rekrutmen politik yang bisa menghasilkan kader-kader muda yang handal akan dengan sendirinya menghapuskan kekecewaan publik.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari gambaran latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan di angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem kaderisasi yang dilakukan oleh partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara?
2. Bagaimana proses penetapan calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara?
3. Pernahkah partai Golkar menetapkan calon anggota legislatif yang bukan dari kader Golkar? Jika pernah apa yang menjadi pertimbangannya?
4. Bagaimana strategi partai dalam menjaga kader-kadernya agar tidak pindah ke partai  lain?
1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses sistem kaderisasi yang dilakukan oleh partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Untuk mengetahui proses penetapan calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Untuk mengetahui pertimbangan partai Golkar dalam menetapkan calon anggota legislatif dari  orang yang non kader partai Golkar.
4. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh partai Golkar agar kader-kadernya tidak pindah ke partai-partai lainnya.
1.4 Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk :

1. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik tentang proses pengkaderan dan penetapan Calon anggoota legislatif yang dilakukan oleh partai politik, khususnya partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Memberikan bacaan ilmiah di lingkungan kampus Fisip Unmul dan dapat menjadi referensi lebih lanjut untuk bidang penelitian yang berhubungan dengan proses pengkaderan dan penetapan Calon anggota Legislatif.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran kepada seluruh kalangan khususnya masyarakat umum dibidang kajian yang dilakukan oleh partai politik.

BAB II

KERANGKA DASAR TEORI

2.1 Teori dan Konsep

Teori digunakan untuk memberi landasan atau dasar berpijak penelitian yang akan dilakukan, sedangkan konsep digunakan untuk menjelaskan kata-kata yang mungkin masih abstrak pengertiaannya didalam teori tersebut. Kerlinger (dalam Sugiono, 2007:41) mengemukakan bahwa teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.

2.1.1 Sistem Kaderisasi
2.1.1.1 Pengertian Sistem

Menurut Prof. Soemantri(1976:17) sistem adalah “sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidak-tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan’’.

Menurut Gabriel Almond, suatu sistem mempunyai cirri-ciri : (1) kelengkapan, (2) saling ketergantungan (3) adanya batas. Suatu sistem dikatakan lengkap bila mencakup semua interaksi yang meliputi masukan dan keluaran yang mempengaharui penggunaan paksaan fisik, dalam semua strukturnya, termasuk struktur yang tidak terjabarkan, seperti kekerabatan dan garis keturunan, serta gejala anomi, seperti keributan-keributan dan demontrasi jalanan, bukan sekedar interaksi yang terjadi didalam struktur yang berkaitan dengan Negara, seperti parlemen, para eksekutif dan birokrasi dan unit-unit yang terorganisasikan secara formal, seperti partai-partai, kelompok-kelompok kepentingan dan media komunikasi saling ketergantungan, berarti bahwa berbagai sub rangkaian dari sistem itu terhubungkan secara dekat satu sama lain sehingga suatu perubahan pada satu sub rangkaian akan menghasilkan perubahan disemua sub rangkaian; dengan kata lain, bagian-bagian atau sub-sub rangkaian dari sistem itu memiliki faliditas hanya ketika seluruh sistem bekerja.

Menurut prof.Pamudji (1985:4), sistem adalah :

1. Suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau terorganisasi, atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan tekat atau keseluruhan yang komplek atau utuh.

2. Suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, dimana didalamnya terdapat komponen-komponen yang ada pada gilirannya merupakan sistem tersendiri yang mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu sama lain menurut pola, atau norma tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk sistem dari rangkaian selanjutnya. Jika salah satu bagian rusak atau tidak berfungsi dengan baik, maka akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri.

2.1.1.2 Pengertian Kaderisasi

Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai memerlukan dilakukannya kaderisasi karena setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian partai dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Setiap partai politik memiliki sistem kaderisasi yang berbeda tergantung pada model partai yang dianutnya. 

Pengertian kader menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah  Orang yang diharapkan atau dipersiapkan untuk dapat memegang jabatan atau pekerjaan penting dalam pemerintahan, partai atau sebagainya.

Kaderisasi adalah sebuah transformasi nilai-nilai dan sebuah proses pengoptimalan potensi-potensi manusia (http://karya-ilmiah.um.ac.id/index. php/PPKN/article/view/2304)

Sementara itu Kaderisasi adalah proses penyiapan sumber daya manusia agar kelak mereka menjadi pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih baik (http://forum.upi.edu/index .php?topic=5757.0).

Dengan melihat gambaran mengenai kaderisasi tentunya dapat disimpulkan bahwa kaderisasi adalah suatu bagian dari kegiatan rekrutmen politik dimana adanya proses penyiapan sumber daya manusia (SDM) agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus dalam jabatan-jabatan adminisratif maupun politik.

2.1.1.3 Sistem Kaderisasi

Ada beberapa jenis sistem kaderisasi, salah satunya adalah sistem kaderisasi di partai politik. Didalam partai politik terdapat dua model rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik baik di negara modern maupun di negara berkembang. Pertama, model descriptive style, dimana dalam model ini mengandalkan kriteria yang menyangkut ketokohan, keuangan, dan kedekatan dengan pengurus partai. Jadi model ini lebih berhubungan dengan ikatan primordial. Kedua, model oriented style, sebuah model yang digambarkan sebagai bentuk ideal rekrutmen dimana rekrutmen mengandalkan kemampuan kandidat seperti loyalitas dan kepemimpinan.

Dari teori diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem kaderisasi adalah bagian dari serangkain kegiatan penyiapan sumber daya manusia secara terdidik atau secara berkesinambungan agar kelak menghasilkan para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus dalam jabatan-jabatan adminisratif maupun politik sekaligus mencari kader militan (sungguh-sungguh) yang dipersiapkan untuk mengganti pemimpin yang lama.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dari sistem kaderisasi  adalah suatu rangkaian kegiatan penyiapan sumber daya manusia secara terdidik atau secara berkesinambungan guna menghasilkan para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik sekaligus menjadi kader militan (sungguh-sungguh) yang dipersiapkan untuk mengganti pemimpin yang lama.

2.1.2 Penetapan calon Anggota Legislatif di Partai Politik dalam Pemilu 
2.1.2.1 Pengertian Partai Politik

Partai Politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah dipihak lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasi diri. Maka dari itu dewasa ini di negara-negara baru partai politik sudah menjadi lembaga yang biasa dijumpai. Teori Partai Politik itu sendiri merupakan suatu kelompok organisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. (A.Rahman H.I, 2007:101). 

Beberapa ahli mencoba mendefinisikan partai politik. Salah satunya adalah Miriam Budiarjo (2006:160-161), yang mengatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara yang konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Sedangkan Sigmund Neumann (dalam Miriam Budiarjo, 2008:404) mengemukakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. 

Dalam UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dimaksud partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Ichlasul amal (1996:2), modul atau tipologi partai politik berdasarkan tingkat komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan terdapat lima jenis partai politik yaitu :

1) Partai proto adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini. Ciri yang paling menonjol dari partai ini adalah pembedaan antara kelompok anggota atau “ins” dengan non anggota atau “outs” selebihnya partai ini belum menunjukkan ciri sebagai partai politik dalam pengertian modern. Karena itu sesungguhnya partai ini dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologi masyarakat. 

2) Partai kader merupakan perkembangan lebih lanjut dari partai proto. Keanggotaan partai ini terutama berasal dari golongan kelas menengah keatas. Akibatnya, ideologi yang dianut partai ini adalah konservatisme exstrim. Karena itu partai kader tidak memerlukan organisasi besar yang dapat memobilosasi massa.

3) Partai massa, muncul saat terjadi perluasaan hak pilih rakyat sehingga dianggap sebagai respon politis dan organisasional bagi perluasan hak-hak pilih serta mendorong bagi perluasan lebih lanjut hak-hak pilih tersebut. Partai massa berorientasi pada basis pendukungnya yang luas, misalnya buruh, petani, kelompok agama dan memiliki idiologi yang cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan  organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologinya.

4) Partai diktatorial sebenarnya merupakan sub-tipe dari partai massa, tetapi memiliki idiologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan maupun anggota partai. Rekrutmen anggota partai dilakukan secara lebih selektif dari pada partai massa.

5) Partai Catch-all merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Istilah Catch-all pertama kali ditemukan oleh Otto Kirchheimer untuk memberikan tipologi pada kecenderungan perubahan karekteristik. Catch-all dapat diartikan sebagai “menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya.” Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan umum dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai pengganti idiologi yang kaku.

Menurut budiarjo (dalam Amin, 2008:5) pada umumnya terdapat dua model partai yang berbeda berdasarkan komposisi dan sifat keanggotaannya yaitu :

1. Partai anggota (massa)

Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota pengdukung. Partai massa biasanya didukung oleh beberapa aliran politik yang ada dalam masyarakat dan sepakat untuk bernaung dibawahnya guna memperjuangkan suatu program yang biasanya bersifat luas dan kabur. Hal ini menimbulkan suatu kelemahan pada partai massa, yaitu tiap-tiap aliran politik atau kelompok yang bernaung dibawah partai politik tersebut cenderung memaksakan kepentingannya, terutama pada saat-saat kritis. Persatuan dalam partai menjadi lemah bahkan hilang sama sekali sehingga salah satu golongan dimungkinkan untuk memisahkan diri dan mendirikan partai politik baru.

2. Partai Kader 

Partai Kader lebih mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Biasanya, pemimpin partai berusaha menjaga kemunduran doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon-calon anggotanya dan memecat anggota yang menyimpang dari garis partai yang telah ditetapkan.

Selayaknya sebuah struktur dalam sistem politik, partai politik memiliki sejumlah fungsi politik antara lain :

1. Partai Politik sebagai sarana komunikasi politik

Fungsi ini adalah fungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara dipadang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain senada.

2. Partai Politik sebagai sarana sosialisasi politik

Fungsi ini adalah sebagai proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan berangsur-angsur dari kanak-kanak sampai dewasa.

3. Partai Politik sebagai sarana partisipasi politik

Fungsi ini adalah fungsi yang dimiliki partai politik untuk mendorong masyarakat agar ikut aktif dalam kegiatan politik. Biasanya dilakukan melalui indoktrinisasi ideologi, platform, asas partai kepada anggota, masyarakat yang ada dalam jangkauan partainya.

4. Partai Politik sebagai sarana rekruitmen politik

Fungsi ini adalah fungsi yang dimiliki partai politik untuk mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota dari partai, baik melalui hubungan pribadi maupun melalui ajakan. Dalam hal ini, parpol juga memperluas keanggotaan partai, sekaligus mencari kader militan (sungguh-sungguh) yang dipersiapkan untuk mengganti pemimpin yang lama.

5. Partai Politik sebagai sarana pengatur konflik

Fungsi ini adalah mengatasi berbagai macam konflik (pertentangan) yang muncul sebagai akibat dari negara demokrasi yang ada didalamnya terdapat persaingan dan perbedaan pendapat. Biasanya masalah-masalah tersebut cukup mengganggu stabilitas (keteraturan) Nasional.

Dengan melihat gambaran mengenai partai politik tentunya dapat disimpulkan bahwa salah satu sarana untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah adalah melalui partai politik, akan tetapi perlu dimengerti bahwa partai politik itu merupakan organisasi yang ada dalam suatu negara yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan publik dengan cara menempatkan para wakilnya untuk duduk didalam lembaga negara. Dalam penelitian ini partai politik yang akan dikaji adalah Partai Golkar.

2.1.2.2 Pengertian Calon Anggota Legislatif

Sebelum membahas pengertian calon legislatif ada baiknya jika kita mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan lembaga legislatif agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu bias. Beberapa ahli mencoba mendefinisikan lembaga legislatif. Salah satunya adalah Menurut Budiarjo (2006:173) badan legislatif adalah lembaga yang “legislate” atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya di anggap mewakili rakyat, maka dari itu badan ini sering dinamakan dewan perwakilan rakyat.

Sedangkan menurut Syafii (2002:45) Lembaga legislatif adalah lembaga yang ditetapkan membuat peraturan perundang-undangan, tetapi sudah barang tentu berbeda bentuknya pada masing-masing Negara.

Selanjutnya menurut pitkin (dalam Toni, Efriza, dan kemal, 2006: 102-103) perwakilan politik dimaksudkan sebagai “Proses mewakili dimana wakil bertindak dalam rangka beraksi kepada kepentingan terwakil. Walau wakil bertindak secara bebas tapi harus bijaksana dan penuh pertimbangan serta tidak sekedar melayani. Wakil bertindak sedemikian rupa sehingga diantara dia dengan terwakil tidak terjadi konflik dan jika terjadi penjelasan harus mampu menjelaskannya.

Menurut Grazia (dalam Toni, Efriza, dan kemal, 2006:102) perwakilan diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakili dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakili.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan calon anggota legislatif adalah seseorang yang nantinya akan bertindak untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pada dasarnya lembaga legislatif mempunyai tugas merumuskan kebijakan umum (Public policy) yang mengikat seluruh rakyat dalam bentuk undang-undang, dan pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik dan dipilih melalui pemilihan umum. Dalam penelitian ini, yang menjadi calon anggota legislatif adalah calon anggota legislatif dari partai Golkar.

2.1.2.3 Pengertian Pemilu 

Perkembangan dunia politik di Indonesia terus berkembang seiring dengan reformasi terhadap produk hukum, pemerintahan, maupun kebebasan pers. Pemilu merupakan sarana yang dapat menghubungkan antara politisi dan masyarakat, untuk memperoleh dukungan dari masyarakat politisi harus bisa meyakinkan masyarakat dengan menawarkan berbagai kegiatan politik yang dapat menyalurkan aspirasi tersebut kedalam wacana kegiatan pemerintahan, dengan tujuan agar masyarakat memberikan dukungan kepada calon yang mereka ajukan.

Dalam skala nasional dapat kita lihat pada pemilihan umum 2004 dan 2009 yang dilaksanakan secara langsung. Pemilu merupakan momen terbesar demokrasi. Terbesar dari segi anggaran yang harus dikeluarkan, terbesar gesekan politiknya, dan terbesar pengaruhnya terhadap keberlanjutan pembangunan sosial politik suatu negara. Dalam sistem Pemilu di Indonesia yang baru, ada beberapa jenis penyelenggaraan Pemilu, salah satunya pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota serta DPD. Salah satu cara yang dipandang ampuh adalah dengan mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat yang memiliki hak memilih (Abdul Asri Harahap, 2005:5)

Ada beberapa definisi mengenai pemilu, diantaranya adalah menurut Duc (dalam King, 2002: 109-110) menyatakan bahwa pemilu adalah sebuah lembaga politik yang mendorong (leads) dan mencerminkan banyak kecenderungan sosial, politik, dan ekonomi. Meski pemilihan dan demokrasi bukan konsep yang sinonim, namun adanya pemilihan yang bebas dan kompetitif yang dipandang sebagai salah satu cirri kritis yang menetapkan suatu bangsa sebagai bangsa yang demokratis.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang Repiblik Indonesia Nomor 3  Tahun 1999 (2006:14) tentang pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Menurut Rudy (2003:87) pemilihan umum adalah pengejawatan sistem demokrasi. Melalui pemilu rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan atau dalam struktur pemerintahan. 

Sementara itu Hungtiton (dalam Toni, Efriza, dan Kemal 2006:301) berpendapat bahwa pemilu sebagai media pembangunan partisipasi politik rakyat dalam Negara modern. Partisipasi politik merupakan arena seleksi bagi rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Dan ia juga berpendapat Negara modern adalah Negara demokratis yang memberikan ruang khusus bagi keterlibatan rakyat dalam jabatan-jabatan publik. Setiap jabatan publik ini merupakan arena kompetisi yang diperebutkan secara wajar dan melibatkan setiap warga Negara tanpa diskriminasi rasial, suku, golongan, dan stereo type lainnya yang meminimalkan partisipasi setiap orang.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Pemilu adalah penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap seseorang, dimana hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum. Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian adalah pemilihan anggota legislatif ditingkat Kabupaten, yaitu pemilihan anggota legislatif Kabupaten Penjam Paser Utara.

2.1.2.4 Penetapan Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu

Sebelum membahas mengenai penetapan calon anggota legislatif ada baik kita mengerti terlebih dahulu pengertian penetapan itu sendiri, penetapan/ketetapan adalah suatu keputusan yang diambil oleh organ yang berwenang berdasarkan kewenangan yang ada padanya. Istilah penetapan sering kita dengar dalam hal yang berkaitan dengan agenda partai,  misalkan penetapan calon Legislatif, calon kepala daerah (Bupati, Wali Kota, Gubernur) bahkan calon eksekutif. 

Mengenai pemaparan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemilu, calon legislatif, dan partai politik tentu akan lebih baik jika mampu dipahami secara mendalam agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas. yang dimaksud dengan Penetapan Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu adalah keputusan yang diambil oleh partai dalam mengusung seseorang yang nantinya akan bertindak untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif, yang dimana calon yang ditetapkan tersebut harus melalui proses pemilu yang akan di pilih secara langsung oleh rakyat.

Berkenaan dengan penelitian ini maka yang dimaksud penetapan calon anggota legislatif dalam pemilu adalah keputusan yang diambil oleh partai dalam mengusung seseorang yang nantinya akan bertindak untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif, yang dimana calon yang ditetapkan tersebut harus melalui melalui proses pemilu yang akan dipilih secara langsung oleh rakyat.

2.1.3 Sistem Kaderisasi dan Penetapan Calon Legislatif di Partai Politik

Partai politik manapun membutuhkan proses kaderisasi dalam melanjutkan regenerasi kepemimpinan partainya, setiap anggota calon kader harus mngikuti proses seleksi untuk menjadi kader. Kemudian setelah lulus seleksi, anggota tersebut harus mengikuti proses pengkaderan yang dilakukan oleh partai politik dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan politik. Selama mengikuti proses pengkaderan, setiap calon kader akan mendapatkan pendidikan politik. Melalui sistem kaderisasi tersebut ketua partai atau pengurus partai mempunyai penilaian terhadap kader-kader yang nantinya akan direkomendasikan untuk menjadi calon yang mewakili partainya dalam lembaga legislatif melalui proses rapat pleno terbuka dan tertutup yang hanya dihadiri oleh ketua  DPD partai dan pengurus partai Golkar.

Selanjutnya yang menjadi pertimbangan dari partai Golkar dalam merekrut dan menetapkan Calon Anggota Legislatif yang akan mewakili partai Golkar adalah sebagai berikut :

1) Ketokohannnya, yang dimaksud disini adalah calon tersebut mempunyai figur yang baik dimata masyarakat dan mampu bersaing dengan kandidat-kandidat lain.

2) Finansial, yang dimaksud disini adalah calon tersebut mempunyai modal yang cukup untuk melakukan kampanye.

3) Intelektual, yang dimaksud disini adalah seseorang yang mempunyai kemampuan yang baik dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat.

4) Massa, yang dimaksud disini adalah seseorang mempunyai pengaruh atau pendukung yang relatif besar dimasyarakat
5) Memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang, yang dimaksud disini adalah bahwa orang yang akan dicalonkan tidak tersangkut pidana, mampu bertanggung jawab dan lain-lain.

Setelah itu yang menjadi kelanjutan dari dipilihnya calon anggota legislatif yang bukan dari kader partai golkar akan menimbulkan perpecahan dari partai itu sendiri karena akan berdampak kecewanya para kader dan bahwan keluarnya kader dari partai golkar, untuk mengatasi permasalahan tersebut partai golkar harus memiliki strategi dalam menjaga kader-kader partainya agar tidak pindah kepartai lainnya, yang menjadi indikator dari strategi partai golkar dalam menjaga kader-kadernya agar tidak pindah ke partai lainnya adalah dengan memberikan jabatan-jabatan yang strategis dan memberikan insentif atau gaji.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Sistem Kaderisasi dan Penetapan Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu adalah cara yang dilakukan oleh Partai Gololongan Karya di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang nantinya akan meneruskan eksistensi partainya dan mewakili partainya dalam lembaga legislatif yang akan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

2.2 Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian mengenai konsep yang satu dengan yang lain agar tidak terjadi kesalah pahaman.

Adapun definisi konsepsional yang digunakan adalah :

1. Sistem Kaderisasi adalah bagian dari serangkain kegiatan penyiapan sumber daya manusia secara terdidik atau secara berkesinambungan agar kelak menghasilkan para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik sekaligus mencari kader militan (sungguh-sungguh) yang dipersiapkan untuk mengganti pemimpin yang lama.

2. Calon Anggota Legislatif adalah seseorang yang nantinya akan bertindak untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Berdasarkan dari kutipan diatas, maka defenisi konsepsional dari Sistem Kaderisai Dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Partai Politik (Studi Tentang Partai Golongan Karya) adalah cara yang dilakukan oleh Partai Gololongan Karya di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang nantinya akan meneruskan eksistensi partainya dan mewakili partainya dalam lembaga legislatif yang akan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. 

Menurut Sugiyono (2007:1) Penelitian Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2 Fokus penelitian

Fokus penelitian ini merupakan batasan-batasan kajian dari variable yang diangkat dalam penelitian ini agar tidak meluas dan terjadi bias. Adapun fokus dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a) Sistem Kaderisasi

1. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh partai politik.

2. Memegang suatu jabatan didalam susunan kepengurusan partai politik.

3. Menjalankan tugas-tugas serta tanggung jawab yang diberikan partai politik.

b) Proses dan Penetapan Calon Anggota Legislatif 

1. Menjalani proses rekrutmen/seleksi calon anggota legislatif. 

2. Pendidikan dan Pelatihan politik

3. Melalui Rapat Pleno DPD partai Golkar yang dipimpin oleh ketua DPD

c) Pertimbangan penetapan calon anggota legislatif non kader

· Kader

1. memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT)

2. Intelektual

3. Memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang

· Bukan Kader

1. Massa

2. Finansial

3. Intelektual

4. Ketokohan

5. Memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang

d) Strategi partai dalam menjaga kader

1. Memberikan jabatan-jabatan strategis

2. Memberikan insentif (gaji)

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan sebagai sumber memperoleh data untuk penulisan skripsi ini. Pemilihan informan didasarkan pada subyek yang banyak memiliki informasi yang berkualitas dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data.

Informan menurut Moleong (2004:132) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun bersifat informal, pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relative singkat banyak informasi yang diperoleh, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditentukan dari subyek lainnya.

Dalam menentukan Key informan atau informan kunci dilakukan dengan metode Purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Selanjutnya mencari tambahan data dari informan yang direkomendasikan oleh key informan, dilakukan dengan cara Snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. (Sugiono, 2007:54). 

Jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan, dalam hal ini peneliti melakukan penggalian data melalui wawancara mendalam dari satu informan ke informan lainnya dan seterusnya sampai peneliti tidak lagi menemukan informasi baru. Dengan kata lain, bila mana dalam proses pengumpulan data sudah tidak ada lagi ditemukan variasi informasi, maka peneliti tidak perlu lagi mencari baru, dan proses pengumpulan informasi dianggap sudah selesai.

Sesuai dengan pendapat Moleong (2004:136) bahwa berapa jumlah informan dalam penelitian kualitatif belum diketahui sebelum peneliti melakukan pengumpulan data dilapangan. Yang demikian karena pengumpulan data suatu penelitian kualitatif mempunyai tujuan tercapainya kualitas data yang memadai. 

Dalam hal ini peneliti menentukan yang menjadi key informan adalah H.Jumari selaku ketua harian Partai Golkar kabupaten penajam paser utara. Untuk melingkapi data yang diperlukan, maka diperlukan juga informasi-informasi dari informan lain yang telah direkomendasikan oleh key informan sehingga penulis mendapatkan data yang lebih valid dan lengkap.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendukung penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan ( Library research )

Penelitian kepustakaan yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mempelajari literatur dan buku-buku yang mendukung penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan ( Field work research )

Dalam penelitian lapangan ini peneliti juga menggunakan beberapa teknik antara lain :

a) Observasi

Megumpulkan data dengan mengadakan pengamatan langsung obyek yang.

diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan

b) Wawancara

Metode ini dilakukan untuk mendapat informasi yang jelas dan mendalam tentang berbagai aspek, terutama responden yang memiliki peran menetukan dalam organisasi. Sehingga diperoleh tanggapan, pendapat, dari mereka terhadap data atau informasi yang diperlikan.

c) Dokumentasi

Mengumpulkan, mempelajari dan mencatat data-data yang diperlukan dan berkenaan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diteliti. 

Bogdan dan Biklen (dalam Moloeng, 2004:248) Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengsintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dicetitrakan kepada orang lain. 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk mengolah data-data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar, serta membuat penyadaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat populasi tertentu, sehingga analisis tersebut berdasar pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta data dan informasi yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti menyajikan hasil penelitian berupa gambaran umum serta analisis pembahasan yang data dan informasinya diperoleh melalui wawancara dan penelitian berbagai dokumen. Gambaran umum yang disajikan berhubungan dengan materi skripsi ini, yakni gambaran umum tentang Kabupaten Penajam Paser Utara dan DPD Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara, serta Pemilu anggota legislatif Kabupaten penajam paser utara tahun 2009. Bagian selanjutnya peneliti memaparkan hasil-hasil penelitian lapangan yang mengacu pada fokus penelitian. Analisis data dan pembahasan meliputi Sistem Kaderisasi yang dilakukan partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara, proses penetapan calon anggota Legislatif partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara, Pertimbangan partai Golkar dalam menetapkan calon anggota legislatif di Kabupaten Penajam Paser Utara, dan strategi partai dalam menjaga kader-kader partai Golkar agar tidak pindah ke partai lain di Kabupaten Penajam Paser Utara. 

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Kabupaten Penajam Paser Utara

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, secara geografis terletak antara 48 29 - 01o36 37 LS dan antara 116o19 30 - 116o56 35 BT, berbatasan dengan 

Utara 
: Kabupaten Kutai Negara 

Timur 
: Kota Balikpapan dan Selat Makasar 

Selatan 
: Kabupaten Pasir dan Selat Makasar 

Barat 
: Kabupaten Pasir dan Kaupaten Kutai Barat

 Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari 4 Kecamatan, 24 Kelurahan dan  30 Desa, yang diantaranya meliputi:
1. Kecamatan Penajam terdiri 19 Kelurahan, 4 Desa

2. Kecamatan Waru terdiri 1 Kelurahan, 3 Desa 

3. Kecamatan Babulu terdiri dari 12 Desa

4. Kecamatan Sepaku terdiri dari 4 Kelurahan, 11 Desa

Sementara luas Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari:

a) Pemukiman  : 4,237 Ha.

b) Pertanian  : 81.836 Ha

c) Perikanan  : 6,708 Ha

d) Hutan      : 202,946 Ha.

e) Lain -lain : 57,558 Ha.

Luas keseluruhan wilayah yang ada : ± 3.333,06 Km 2, jumlah penduduk Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ± 109.988 Jiwa terdiri dari :

1. Laki – laki  :  57.128 Jiwa.

2. Perempuan    : 52.860 Jiwa.

Kemudian dari hasil data yang diperoleh dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Jumlah penduduk per 30 Juni 2011 secara keseluruhan: 172.844 Jiwa, yang masing-masing jumlah di tiap kecamatan adalah sebagaimana berikut :

a) Kecamatan Penajam dengan jumlah penduduk secara keseluruhan: 82.332 Jiwa

b)  Kecamatan Waru dengan jumlah penduduk secara keseluruhan: 18.165 Jiwa

c) Kecamatan Babulu dengan jumlah penduduk secara keseluruhan: 34.981 Jiwa

d) Kecamatan Sepaku dengan jumlah penduduk secara keseluruhan: 37.366 Jiwa

Kabupaten ini memiliki keunggulan karena letak geografisnya. Posisinya dalam jalur perlintasan yang menghubungkan Kaltim dengan Kalsel dan Kalteng. Kegiatan perhubungan darat dan air meningkat oleh ramainya mobilitas manusia dan barang dengan lapangan usaha utama penduduknya adalah perdagangan. Perdagangan ini diperkuat oleh kegiatan pertanian dan diuntungkan karena menjadi daerah transit dengan keberadaan pelabuhan penyeberangan di Penajam. 

Di sektor pertanian, daerah ini dikenal sebagai salah satu lumbung beras di Kalimantan Timur, serta penghasil sayur-sayuran dan buah-buahan karena tanah disini subur dan cocok untuk tanaman pangan karena berada pada jalur Pegunungan Meratus. Pada sektor perkebunan, juga memberi andil dalam penyediaan lapangan kerja bagi penduduk. Setidaknya, lima perusahaan swasta bergerak dalam penanaman kelapa sawit. Di luar lahan yang dikelola perusahaan swasta, juga ada perkebunan rakyat dan kebun baru yang akan dibuka menggunakan pola kemitraan rakyat dengan investor. Untuk kegiatan industri di daerah ini, beberapa perusahaan besar beroperasi di sini, antara lain perusahaan kehutanan, seperti pabrik kayu lapis dan pabrik bahan baku kertas. 

Dari struktur perekonomian, rantai ekonomi di kabupaten ini terpetakan pada dua pola. Pertama, hasil bumi yang tidak memerlukan pengolahan langsung menjadi komoditas perdagangan. Kedua, hasil-hasil pertanian, seperti kelapa sawit dan kayu, yang harus melewati proses pengolahan di pabrik baru dilepas ke pasaran. Daerah ini juga memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang diantaranya jalan darat, serta dukungan sarana pembangkit tenaga listrik, air brsih, gas dan jaringan telekomunikasi

Dalam menjalankan pemerintahannya Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai Visi dan Misi. Adapun yang menjadi Visi dari Kabupaten Penajam Paser Utara adalah “Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Pusat Agribisnis dan Agroindustri yang Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan”

Sedangkan yang menjadi Misi dari Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang berbasis kompetensi

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajad kesehatan masyarakat yang memadai

3. Mewujudkan revitalisasi pertanian yang berkelanjutan untuk menciptakan ketahanan pangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

4. Mewujudkan kemandirian desa yang produktif melalui pemberdayaan masyarakat

5.  Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang mendukung produktifitas perekonomian dalam rangka pemerataan pembangunan

6.  Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima

7. Menciptakan rasa aman dan iklim berusaha yang kondusif untuk menumbuh kembangkan kepercayaan dalam berinvestasi

8.  Peningkatan pranata kelembagaan ekonomi rakyat

9. Mengembangkan potensi wilayah dan penataan ruang yang berwawasan lingkungan

10. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya yang agamis.

4.1.2 Sejarah Partai Golkar

Sejarah Partai Golkar bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekber Golkar di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat (seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama GOLONGAN KARYA (Sekber Golkar).

Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Bulan Desember Tahun 1965.

Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)

2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)

3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)

4. Organisasi Profesi

5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)

6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)

7. Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971

Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno. Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar. Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi.

Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. Jadi Pimpinan Pemilu Dalam pemilu Golkar yang berlambang beringin ini selalu tampil sebagai pememang. Kemenangan Golkar selalu diukir dalam pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Arus reformasi bergulir. Tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di mana-mana. Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa. Hal ini kemudian berimbas pada Golkar. Karena Soeharto adalah penasehat partai, maka Golkar juga dituntut untuk dibubarkan. Saat itu Golkar dicerca di mana-mana.

Akbar Tandjung yang terpilih sebagai Ketua Umum di era ini kemudian mati-matian mempertahankan partai. Di bawah kepemimpinan Akbar, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar. Saat itu Golkar juga mengusung citra sebagai Golkar baru. Upaya Akbar tak sia-sia, dia berhasil mempertahankan Golkar dari serangan eksternal dan krisis citra, inilah yang membuat Akbar menjadi ketua umum Golkar yang cukup legendaris.

Partai Golkar kemudian ikut dalam Pemilu 1999, berkompetisi bersama partai-partai baru di era multipartai. Pada pemilu pertama di Era Reformasi ini Partai Golkar mengalami penurunan suara di peringkat ke dua di bawah PDIP dengan. Namun pada pemilu berikutnya Golkar kembali unggul. Pada pemilu legislatif 2004 Golkar menjadi pemenang pemilu legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah. Pada pemilu legislatif 2009 lalu suara Partai Golkar kembali turun ke posisi dua. Pemenang pemilu dipegang oleh Partai Demokrat. Dalam Munas VIII di Pekanbaru, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum menggantikan Jusuf Kalla. Sebagai pimpinan baru partai beringin, Aburizal bertekad akan kembali membawa Golkar memenangkan pemilu. Dia menargetkan Golkar menjadi pemenang pertama pemilu legislatif 2014 nanti.

1) VISI PARTAI GOLKAR

Sejalan dengan cita-cita para bapak pendiri negara (the founding fathers) kita bahwa tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ikut menciptakan perdamaian dunia, maka Partai GOLKAR sebagai pengemban cita-cita Proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya.

Partai GOLKAR berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berahlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang tinggi.

Dengan visi ini maka Partai GOLKAR hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistim kenegaraan kita disemua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis. Bagi Partai GOLKAR upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya.

2) MISI PARTAI GOLKAR

Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut Partai GOLKAR dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni: menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan idiologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia.

Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai GOLKAR melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah partai politik modern, yaitu:

1. Mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.

2. Melakukan rekruitmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (merit sistem) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

3. Meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat.

Partai Golkar di penajam dulunya hanya pengurus di tingkat Kecamatan sewaktu penajam masih bergabung dengan paser, dan setelah penajam paser utara menjadi sebuah kabupaten maka terbentuklah DPD partai Golkar Kabupaten penajam Paser utara, yang mana saat ini komposisi dan susunan kepengurusan DPD partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara priode 2009-2015 sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Propinsi Kalimantan Timur Nomor :KEP-013/DPD/PartaiGolkar/KT/2010, adalah sebagai berikut:

1. Ketua 

: H.Andi Harahap

2. Ketua Harian
: H.Jumari

3. Sekertaris 
: Nanang Ali

4. Bendahara
: H.Andi Muhammad Yusuf

Wakil-wakil Ketua

1. Wakil Ketua Bidang Organisasi 


: Darhudin

2. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan
:Andi Arifuddin 

3. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah I
:Muslimin

4. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah II:Bahri Fitriani

5. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah III:Abdul Rahman

6. Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat
:Jalali Harahap

7. Wakil Ketua Bidang Hukum dan Ham

:Jhon Matias

8. Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan

:Daniel Rigan

9. Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM:Mappena

10. Wakil Ketua Bidang Pemuda, OLahraga, dan Seni Budaya:Safaruddin

11. Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan

:Mizlan Nur

12. Wakil Ketua Bidang Perempuan


:Hj.Jumriah

13. Wakil Ketua Bidang Keagamaan


:Haidir

14. Pemenangan Pemilu Wilayah Informasi dan komunikasi:Andi Gunawan

4.2 Sistem Kaderisasi Dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilu Tahun 2009

4.2.1 Sistem Kaderisasi yang dilakukan oleh partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pengkaderan ditubuh partai Golkar, sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak terbentuknya cikal bakal secretariat Bersama Golongan Karya. Keyakinan akan arti penting kader bagi kelangsungan organisasi bagi kelangsungan organisasi menjadikan pendidikan dan pengembangan kader sebagai salah satu fungsi Golkar yang kemudian menjadi partai Golkar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tugas pembinaan kader adalah salah satu tugas eksistensial partai Golkar. Artinya, kegiatan pengkaderan adalah kegiatan yang hakiki yang berlangsung secara terencana dan berkesinambungan.

Sistem Kaderisasi adalah bagian dari serangkain kegiatan penyiapan sumber daya manusia secara terdidik atau secara berkesinambungan agar kelak menghasilkan para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik sekaligus mencari kader militan (sungguh-sungguh) yang dipersiapkan untuk mengganti pemimpin yang lama. 

Seperti penjelasan Darhuddin yang menjabat sebagai ketua bidang pengkaderan DPD partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara mengatakan bahwa : 

Proses kaderisasi di partai Golkar berawal dari keinginan seseorang untuk bergabung bersama partai Golkar, Keinginan saja belum cukup seseorang tersebut dikatakan kader golkar karena harus melalui yang namanya pelatihan/diklat kader untuk masuk didalam kepengurusan partai, yang mana didalam pelatihan tersebut mempunyai hirarki/jenjang pelatihan dari tingkat bawah (desa) sampai ketingkat Nasional(wawancara, 23 Juli 2013).

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Darhuddin, selaku sekertaris bidang pemuda dan organisasi, mengatakan:

Adapun beberapa tahapan yang dilakukan oleh partai Golkar dalam melakukan proses kaderisasi 1. kader penggerak toritorial desa, 2. kader penggalang, 3. kader pemerintahan, 4. kader penggerak masyarakat, 5. Kader penggerak partai. Selain itu kader partai dibuktikan sebagai kader partai golkar dengan membuktikan adanya Kartu Tanda Anggota (KTA) (Wawancara, 23 Juli 2013)

4.2.1.1 Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh partai Golkar

Salah satu bentuk dari pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Karena dari berbagai referensi memberikan justifikasi bahwa pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan dan keahlian kader. Artinya bagi kader yang mengikuti pendidikan dan pelatihan akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian dan kecakapan sesuai bidang kerjanya. Dengan memiliki spesialisasi pekerjaan akan lebih memudahkan di dalam menyelesaikan pekerjaan, karena itu pendidikan dan pelatihan bagi kader penting dilakukan agar dapat menunjang kemampuan kader dalam mengoptimalisasikan kemampuan di dalam masyarakat. Dengan modal (keterampilan dan keahlian) tersebut akan memudahkan kader untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh partai, secara kuantitas maupun kualitas  akan lebih baik.
Dalam pelaksanaannya pelatihan yang diselenggarakan oleh partai Golkar, dalam mengoptimalisasikan kemampuan para kader. Maka kader harus mengikuti beberapa tahapan kaderisasi di partai golkar, adapun beberapa tahapan tersebut adalah sebagai berikut:
1) Tingkat desa atau yang lebih dikenal sebagai karakterdes, yang mana didalam pelatihan ini bertujuan untuk membentuk kader yang memahami betul orginisasi partai golkar,serta isu yang terbaru mengenai bentuk dan kondisi desa, 

2) Tingkat kecamatan, yang mana didalam pelatihan ini bertujuan untuk membentuk kader yang memahami betul bentuk dan kondisi kecamatan.

3) Tingkat Kabupaten, yang mana didalam pelatihan ini bertujuan untuk membentuk kader yang memahami betul bentuk dan kondisi dari wilayah kabupaten tersebut.

4) Tingkat nasional, yang mana didalam pelatihan ini bertujuan untuk membentuk kader yang memahami betul bentuk dan kondisi serta kebutuhan nasional.

Adapun dalam proses pelatihan sebagai bentuk kaderisasi tidak akan terlepas dari yang namanya daftar absensi anggota sebagai bentuk kehadiran para anggota yang mengikuti pelatihan. Dapat dilihat bahwa partai Golkar pada tahun 2012 mengadakan pelatihan sebagai berikut:

Daftar hadir Orientasi Fungsionaris partai Golongan Karya Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012

	No.
	Hari/ Tanggal
	Tempat
	Materi
	Narasumber
	Jumlah peserta

	1
	Sabtu, 24 November 2012
	Sekertariat DPD Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara
	Sikap Politik Partai Golkar dan isu-isu Aktual
	Hj. Encik widiani
	39 Orang

	2
	Sabtu, 24 November 2012
	Sekertariat DPD Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara
	Peran Fungsionaris dan Strategi Pemenangan pemilu Partai Golkar
	H. Swandi
	34 Orang

	3
	Sabtu, 24 November 2012
	Sekertariat DPD Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara
	Kebijakan Partai Golkar  di Bidang Organisasi dan kaderisasi
	Ahmat Albert  S
	42 Orang

	4
	Sabtu, 24 November 2012
	Sekertariat DPD Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara
	Undang-undang bidang Politik
	Andi Arpin
	31 Orang

	5
	Sabtu, 24 November 2012
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Sumber: Sekertariat Partai Golkar Kab. Penajam Paser Utara

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa dalam pelaksanaan kaderisasi partai Golkar memberikan materi-materi kepada kader dengan berbagai narasumber. Partai Golkar sesuai dengan petunjuk dan pedoman rencana induk kaderisasi yang menjadi panduan partai dalam melakukan kaderisasi, tetapi dari hasil wawancara H. jumari mengatakan bahwa:

seharusnya setiap kader harus melalui jenjang kaderisasi dari tingkat desa (karakterdes), kecamatan sampai kabupaten. Tetapi katerbatasan para kader yang sebagian besar memiliki profesi masing-masing menyebabkan pelatihan yang biasa diikuti oleh kader hanya satu atau dua pelatihan saja, sangat jarang sekali mengikuti semua bentuk kaderisasi (Wawancara, 23 Juli 2013)

H.Jumari mencoba menjelaskan bahwa kaderisasi yang diberikan kepada kader itu penting, dikarenakan pelatihan yang diberikan oleh partai akan memberikan masukan kepada setiap kader dalam menyelesaikan masalah dan dinamika yang ada terjadi, tetapi karena keterbatasan yang dimiliki oleh setiap kader tidak memungkinkan setiap kader mengikuti keseluruhan proses pelatihan yang diberikan.

Pada kesempatan lain, penulis akan menguraikan bagaimana cara partai dalam mengkader para calon kader, adapun hasil wawancara penulis dengan Darhuddin yang menjabat sebagai ketua bidang pengkaderan DPD partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara menyatakan bahwa:
Seorang kader harus mengikuti bentuk pelatihan sebagai salah satu syarat menjadi pengurus partai, selain itu pelatihan yang diselenggarakan oleh partai untuk meningkatkan kemampuan para kader( Wawancara, 23 Juli 2013)

Adapun hasil wawancara lain dengan H. Jumari selaku Ketua Harian  partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara mengatakan bahwa:

Seorang kader di tingkat kabupaten seharusnya mengikuti pelatihan di tingkat desa, kecamatan, dan tingkat kabupaten, karena ada nilai manfaat yang dapat diambil dari pendidikan dan pelatihan yaitu dapat menunjang kelancaran tugas partai (Wawancar, 23 Juli 2013)

Sistem pengkaderan partai Golkar mengembangkan fungsi pendidikan dan tugas pembinaan agar mendapatkan kegiatan yang hakiki yang berlangsung secara terencana dan berkesinambungan terhadap visi misi partai. Sistem kaderisasi berkembang dan dievaluasi setiap tahunnya untuk dapat melihat kebijakan yang mampu menjawab tantangan partai dimasa yang akan datang.

Strategi dan kebijakan kaderisasi yang dilakukan oleh partai Golkar adalah mengutamakan target-target kuantitatif serta tidak memuat strategi pendayagunaan kader. Menurut Darhuddin selaku wakil ketua bidang organisasi mengatakan bahwa :

Strategi partai Golkar tahun 2009 adalah menetapkan target dan kader dari masing-masing jenis, sedangkan rencana detail nasional dibahas pada saat Rapim partai Golkar 1 bulan setelah kader diberi pendidikan dan pelatihan tentang visi misi partai. (Wawancara 24 Juli 2013)

 Berdasarkan analisa bahwa Sistem kaderisasi yang dilakukan oleh partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara masih bersifat umum, menetapkan target kader yang lebih banyak dari pada mementingkan kualitas dari kader. Semakin banyak masyarakat yang menjadi kader partai maka akan semakin besar dan luaslah pengaruh partai sehingga visi misi partai akan tercapai. Tetapi kuantitas tidak diikuti oleh kualitas dari para kader akan membuat partai hanya banyak menerima saja tetapi kualitas kurang, seharusnya partai juga menilai dari kualitas kader sehingga kader mampu memiliki pandangan yang sama dengan partai. 

4.2.1.2 Memegang suatu jabatan didalam susunan kepengurusan partai politik.

Dalam rangka mewujudkan sukses kader dan regenerasi, maka partai Golkar menjalankan langkah-langkah yang salah satunya adalah mewujudkan proses regenerasi kepemimpinan partai dalam semua tingkatan termasuk distribusi kader untuk mengisi jabatan-jabatan punlik yang dapat menjamin peran partai di tengah-tengah masyarakat, hal ini ditunjang dengan merekrut kader-kader potensial khususnya dikalangan usia muda yang telah teruji memiliki kompetensi dan memperhatikan kesetaraan gender untuk memperkuat struktur partai.

Posisi jabatan yang strategis bukan hanya untuk jabatan-jabatan publik tetapi juga berada didalam kepengurusan partai Golkar dengan ide-ide segar dan proses regenerasi visi misi partai terus berlanjut. Hal ini diutarakan oleh Gunawan selaku wakil sekretaris bidang organisasi yang mengatakan bahwa :

Seorang kader yang memiliki potensi, aspek pengabdian, aspek loyalitas dan mendapatkan penilaian pada saat penugasan-penugasan dari partai serta memberikan kontribusi yang aktif dalam menuntaskan konsolidasi partai serta mendapatkan dukungan akan mudah mendapatkan kenaikan jabatan dikepengurusan, sehingga cepat menuju tonggak pimpinan (Wawancara, 23 Juli 2013)

Adapun hasil wawancara lain  dari Darhuddin selaku wakil ketua bidang organisasi mengatakan bahwa :

Kader partai yang memiliki potensi akan dilakukan penempatan kader dengan posisi yang tepat (the right man in the right place), pendekatan ini dilakukan untuk mempersiapkan karir politik bagi kader yang dianggap mampu membawa visi dan misi partai dimasa akan datang (Wawancara 24 Juli 2013)

 Dari beberapa pendapat narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa  memegang suatu jabatan didalam susunan kepengurusan partai politik sebagai salah satu bentuk langkah-langkah pengembangan kaderisasi yang memiliki potensi dalam rangka sukses kader dan regenerasi kepemimpinan dalam semua tingkatan. Sejalan dengan tujuan dan visi misi dari partai dalam kaderisasi yang potensial khususnya kalangan usia muda yang telah teruji memiliki kompetensi yang dapat memperkuat struktur partai Golkar.

4.2.1.3 Menjalankan tugas-tugas serta tanggung jawab yang diberikan partai politik

Menjalankan tugas-tugas di kepengurusan partai mulai dari jabatan fungsi kepartaian, fungsi electoral dan fungsi kebijakan. Ketiga fungsi memiliki tahapan agar mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi diperlukan kader yang mampu mengembang fungsi-fungsi tersebut dengan berpedoman pada karakteristik fungsi-fungsi kepartaian dalam melaksanakan catur sukses. Hal ini disampaikan oleh H. Jumari selaku Ketua harian partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utama dengan masa bhakti 2009-2015 bahwa :

Menjadi seorang kader harus memiliki kemampuan dan karakteristik yang sesuai dengan visi misi partai. Hal itu didapatkan dari pelatihan-pelatihan dan penugasan yang diberikan oleh pengurus partai oleh kader-kader baru. Dari penugasan-penugasan tersebut maka kader akan belajar langsung bagaimana menghadapi masyarakat, bagaimana berbicara dan bagaimana melakasanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh partai. (Wawancara 25 Juli 2013).

Begitu pula yang disampaikan oleh Nursanti Widyastuti selaku wakil sekretaris bidang pendidikan dan latihan di kepengurusan partai Golkar mengatakan:

Bekal pendidikan yang diberikan oleh partai kepada kader-kadernya dengan dilakukan diklat training yang berisi antara lain, visi misi partai, sejarah,  kebijakan partai, ideology partai, kebijakan sosial ekonomi yang terkait dengan kepentingan rakyat. Hal ini sebagai bekal agar kader mampu memahami tujuan partai untuk bangsa dan Negara juga rakyatnya. ( Wawancara 23 Juli 2013)

Dari beberapa pendapat narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa  menjalankan tugas-tugas serta tanggung jawab yang diberikan partai politik sebagai salah satu kualifikasi yang dimiliki seorang kader. Dalam perspektif partai, kompetensi dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab untuk mengaktualisasikan kebijakan untuk mengemban misi partai menuju pencapaian tujuan dan cita-cita yang harus dimiliki kader partai Golkar.

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Partai politik membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Karena melalui partai politik dapat diwujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan memperjuangkan kepentingan umum serta mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Seperti yang diungkapkan H. Jumari :

Partai politik adalah wadah yang memiliki peran besar dalam sistem politik, partai mengumpulkan aspirasi masyarakat dan menempatkan wakilnya di pemerintahan melalui mekanisme pemilu.(Wawancara, 10 Oktober 2013)

Pernyataan H. Jumari di atas menegaskan bahwa sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, dan memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara damai.

Setiap partai politik memiliki pola rekruitmen yang berbeda, di mana pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianut. Rekruitmen keanggotaan partai Golkar sudah diatur dalam AD/RT Partai, seperti yang diungkapkan Sudirman:

Semuanya sudah diatur dalam AD/RT Partai Golkar, baik itu Rekruitmen maupun aturan-aturan Partai Golkar. ( Wawancara 10 Oktober 2013)

Pernyataan Sudirman di atas sangat jelas bahwa sebuah Partai politik tanpa kaderisasi atau rekruitmen anggota tidak berarti apa-apa, karena partai dibangun atas tiga hal, yaitu ideologi/struktur, anggota, dan sumber dana. Regenerasi partai ke depan akan baik jika proses perekrutan anggota sistematis dan ditangani secara profesional. Keanggotaan di sini juga sebagai basis massa dan juga sebagai kekuatan partai dalam mempertahankan eksistensinya. Rekruitmen akan berjalan baik jika pihak-pihak terkait saling membantu dan bekerja sama membentuk pola pengkaderan. Dikatakan rekruitmen itu berhasil apabila dari proses rekruitmen tersebut dalam menciptakan pribadi yang tangguh dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap partai.
Proses penetapan calon anggota legislative di partai Golkar menetapkan 4 kualifikasi yaitu : memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas sebagai anggota legislative, memiliki pengabdian dan rekam jejak yang baik sebagai anggota di partai Golkar, memiliki prestasi, dedikasi, disiplin loyalitas dan tidak tercela, dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang.  Tanggung jawab baik buruknya partai sangatlah besar dipegang oleh kualitas kader partai yang direkrut sebagai calon anggota legislative untuk dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Hal ini di sampaikan oleh Anton Kusuma selaku wakil sekretaris bidang Hukum dan HAM dalam wawancara sebagai berikut :

Calon anggota legislative selain memiliki kriteria mampu dan berkompetensi dalam pengembangan partai tetapi juga mampu menjadi kader terbaik dari partai dalam menganspirasikan visi misi ke masyarakat dan dapat menjaga nama baik partai. (Wawancara 24 Juli 2013)

Hal senada juga diutarakan oleh Gunawan selaku wakil sekretaris bidang organisasi yang mengatakan bahwa :

penilaian yang dilakukan oleh tim seleksi dalam menetapkan calon anggota legislatif wajib meperhatikan hasil evaluasi kinerja kader yang bersangkutan sebagai fungsionaris partai Golkar. (Wawancara 24 Juli 2013)

Berdasarkan dari wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa seorang kader yang terpilih menjadi calon anggota legislative wajib menjaga nama baik partai dan terus menerus melakukan dan memperlihatkan hasil kinerja yang baik sebagai fungsionaris partai Golkar. Hal ini terkait dengan adanya pemilihan umum yang berlangsung setiap 5 tahun sekali. Elit politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekruitmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat, karena salah satu tugas dalam rekruitmen politik adalah bagaimana elit politik yang ada dapat menyediakan kader-kader partai politik yang berkualitas untuk duduk di lembaga legislatif. 
4.2.2 Proses dan Penetapan calon anggota legislatif 
Dewan perwakilan rakyat (DPR) adalah lembaga Negara yang memiliki peranan penting dalam mengawal serta menjalankan proses demokrasi dan proses penyelenggaraan ketatanegaraan. Lembaga legislatif memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, untuk membentuk undang-undang, fungsi budgeting untuk menetapkan anggaran dan belanja Negara, fungsi controlling untuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraruran perundang-undangan agar terjamin terujudnya hak-hak konstitusional warga Negara sehingga pronsip checks dan balances dalam sisitem yang demokrasi dan konstitusional senantiasa dapat terjaga.

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa fungsi dan peran anggota legislatif baik DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota sangat penting dan amat menentukan arah dan masa depan bangsa dan Negara Indonesia. Oleh sebab itu lembaga-lembaga tersebut sudah sememstinya dijalankan oleh para kader terbaik partai politik yang juga kader terbaik bangsa Indonesia.

Partai politik bertanggung jawab dalam melakukan rekrutmen anggota legislatif. Oleh sebab itu, tanggung jawab partai politik atas kinerja DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota sangatlah besar artinya. Baik buruknya kinerja legislatif, telah menjalankan tugas, fungsi dan perannya, sangat ditentukan kualitas kader partai politik yang direkrut sebagai calon anggota legislatif, untuk dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum.

Undang-undang pemilihan Umum mengatur tentang sistem dan proses pemilihan dan penetapan jumlah calon anggota legislatif disemua tingkatan. Tugas, fungsi dan peran partai politik diatur dalam undang-undang partai politik. Tugas,fungsi, dan peran lembaga legislatif yang menjadi tugas para anggota parlemen telah diatur dalam undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Sedangkan terkait dengan tata cara dan mekanisme rekrutmen calon angota legislatif ditetapkan oleh masing-masing partai politik peserta pemilu.
4.2.2.1 Menjalani Proses Rekruitmen/seleksi calon anggota legislative

Proses rekruitmen calon legislative dari kader berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh tim seleksi. Penilaian yang dilakukan oleh tim seleksi mencakup kecakapan yaitu kemampuan untuk menguasai suatu pengetahuan atau keterampilan tertentu, keuletan yaitu mampu memperjuangkan sesuatu secara tekun, tahan terhadap tekanan dan hambatan, prakarsa yaitu kemampuan dalam mengambil keputusan, militansi yaitu kemauan dan kemampuan berjuang keras dalam menghadapi kesulitan serta disiplin yaitu kemauan dan kemampuan untuk mentaati peraturan. Hal ini dikembangkan dan dinilai agar memenuhi syarat sebagai calon legislative partai yang memiliki kemampuan yang kompeten. 

Hal ini disampaikan oleh Darhuddin selaku wakil ketua bidang organisasi partai Golkar bahwa :

Sumber rekruitmen bakal calon anggota legislatif partai Golkar antara lain sebagai anggota kepengurusan partai, anggota fraksi partai, anggota organisasi kemasyarakatan, organisasi sayap partai, anggota pengurus badan atau lembaga  yang dibentuk oleh partai atau tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi dan popularitas. 6 pokok sumber rekruitmen ini sebagai landasan bahwa Golkar mengutamakan kader-kadernya yang mampu dan berpotensi lalu mencari calon lain diluar kader partai. (wawancara 24 Juli 2013)

Wawancara lain yang terkait disampaikan juga oleh Gunawan selaku wakil sekretaris bidang organisasi partai Golkar yaitu : 

Proses rekruitmen dari kader menjadi calon legislative memerlukan tahapan-tahapan proses seleksi dari memasukkan formulir pengajuan yang akan diseleksi oleh tim, kelengkapan verifikasi, pemenuhan syarat dan pertimbangan pimpinan wilayah, sedangkan penilaian untuk kader yang akan menjadi calon anggota legislative antara lain dilihat dari aspek pengabdian, aspek elektabilitas, penugasan fungsionaris serta aspek pendidikan. (wawancara 23 Juli 2013)

Dari beberapa pendapat narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa  proses rekruitmen yang dilakukan oleh partai politik Golkar lebih mengutamakan kader partai politiknya terlebih dahulu, hal ini berhubungan dengan pembekalan ilmu yanng telah diberikan kader-kadernya. Tetapi ini juga membuka peluang terhadap orang diluar kader untuk dapat mengajukan dirti sebagai calon anggota legislatif.
4.2.2.2. Pendidikan dan Pelatihan Politik

Maksud dan tujuan dari pendidikan dan pelatihan politik untuk kader adalah meningkatkan wawasan dan penghayatan peserta diklat tentang sejarah, idiologi, doktrin, paradigma baru  dan kebijakan umum partai Golkar, hal ini juga berhubungan dengan meingkatkan motivasi, militansi, dedikasi dan kerjasama kelompok peserta agar dapat berperan secara optimal dalam melakukan tugas-tugas dari partai. Dalam meningkatkan kemampuan kader dalam berkomunikasi dengan masyarakat menentukan citra partai dimasa yang akan datang. Kaderpun wajib meningkatkan kemampuan meminta dukungan khususnya kalangan generasi muda. Hal ini lebih jelasnya diutarakan oleh Muslimin selaku wakil ketua bidang pemenangan pemilu wilayah I yaitu :

Materi-materi pembekalan pendidikan yang diberikan kepada kader-kader muda, mendukung akan kemampuan mereka dalam berpartai, mereka akan diberikan pembekalan ideology pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, visi misi partai, keterampilan-keterampilan, kepeloporan dan pengetahuan umum. Materi-materi yang diberikan selama ini terus menerus akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan partai politik. (wawancara 24 Juli 2013)

Kemampuan kader dalam Pendidikan dan pelatihan politik diungkapkan juga oleh Gunawan selaku wakil sekretaris bidang organisasi yaitu :

Penguasaan materi pada saat pendidikan dan pelatihan politik merupakan penambahan penilaian untuk kader-kader muda pada saat diajukannya nama sebagai anggota  calon legislative. ( Wawancara 24 Juli 2013)

Dari beberapa pendapat narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa  Pendidikan dan Pelatihan Politik yang diberikan oleh partai untuk kader dan anggota calon legislative adalah pengalaman pendidikkan seorang kader meliputi pendidikan formal, non formal dan pendidikan kepartaian. Hasil dari pendidikan dan pelatihan ini akan sangat berguna pada saat kader atau anggota calon legislative bertemu dengan masyarakat dan mengutarakan ide, pikiran visi dan misi  partai.
4.2.2.3 Proses Penetapan Daftar Calon Legislatif Sementara (DCS)

Partai Golkar dalam rangka melakukan rekrutmen Calon Anggota DPRD kabupaten/kota menetapkan kualifikasi kader melalui empat criteria: 1.memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas sebagai anggota legislatif, 2.memiliki pengabdian dan rekam jejak yang baik selama aktif diparati golkar, 3.memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT), 4. Memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang.

Selain itu setiap bakal calon anggota legislatif harus melengkapi syarat-syarat umum dan administrative, sesuai dengan pasal 51 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan  perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, bakal calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sedangkan wewenang dalam penetapkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

a) Wewenang untuk melakukan proses seleksi dan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota berada pada DPD partai Golkar Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh tim seleksi dan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

b) Tim seleksi dan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dipimpin oleh ketua DPD Kabupaten/Kota dengan anggota : ketua Harian, sekretaris, bendahara, wakil ketua bidang kaderisasi dan keanggotaan, wakil ketua bidang Organisasi, wakil ketua pemenangan pemilu daerah terkait, wakil ketua bidang Ormas, wakil ketua bidang pemberdayaan perempuan, wakil ketua bidang pemuda dan olahraga, dan wakil ketua bidang umum.

c) Dalam menetapkan daftar calon anggota DPRD Kabupaten/Kota (DCS-DCT), DPD partai Golkar Kabupaten/Kota wajib memperhatikan pertimbangan dari ketua pimpinan kecamatan partai Golkar terkait, berdasarkan hasil evaluasi kinerja kader bersangkutan sebagai fungsionaris partai Golkar.

d) Dewan pertimbangan DPD partai Golkar Kabupaten/Kota dapat memberikan pertimbangan terhadap daftar calon sementara yang telah disusun oleh tim seleksi dan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

e) Sebelum DPD partai Golkar Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon (DCS-DCT) diharuskan berkonsultasi dengan DPD partai Golkar Provinsi untuk memperoleh persetujuan.

f) Penetapan (DCS-DCT) anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh tim seleksi dan dilaporkan dalam rapat Pleno DPD partai Golkar Kabupaten/Kota.

Sebagaimana penemuan dan hasil penelitian penulis, partai Golkar sesuai dengan  Pedoman Penyusunan Daftar Calon Anggota Dpr-Ri, Dprd Provinsi, Dan Dprd Kabupaten/Kota  Partai Golkar yang menjadi panduan partai dalam penyusunan daftar caleg di Kabupaten Penajam paser utara.

Dari hasil wawancara dengan H.Jumari selaku ketua Harian, mengenai bagaimana proses penetapan calon anggota legislatif di partai golkar, H.Jumari  mengatakan bahwa:

dibentuknya tim seleksi yang mempunyai wewenang dalam menyeleksi kembali kader-kader yang akan diikutsertakan dalam pencalonan anggota legislatif  pada pemilu di kabupaten penajam paser utara. (Wawancara 23 Juli 2013)

Senada dengan apa yang disampaikan H.jumari Darhuddin selaku ketua kaderisasi, mengatakan bahwa:

tim seleksi yang hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu yang mempunyai tanggung jawab dalam menjaring kembali kader-kader yang berkeinginan menjadi calon anggota dewan. (Wawancara 23 Juli 2013)


Dari beberapa pendapat narasumber di atas, Penetapan daftar calon legislatif adalah serangkaian kegiatan partai dalam menetapkan calon anggota DPRD kabupaten/Kota, yang mana dalam proses penetapan tersebut partai akan membentuk tim yang mempunyai legalitas atau wewenang dalam penentuan kader yang akan menjadi daftar calon sementara dan daftar calon tetap (DCS-DCT) dari partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara

Partai Golkar sebagai partai yang sudah lama berdiri juga memiliki pola rekruitmen politik, di mana rekruitmennya bertujuan sebagai kaderisasi anggota partai dengan tujuan mendapat suara dalam pemilu 2009, serta pelebaran jumlah anggota dengan mekanisme rekruitmen dapat dijadikan basis massa suara dalam menghadapi pemilu di tahun 2014. Partai yang baik secara internal salah satunya dilihat dari mekanisme keanggotaan. Muslimin mengungkapkan:

Rekruitmen ada dua di Partai Golkar, yang pertama rekruitmen keanggotaan, target kita di Kota Penajam ada 100 ribu anggota, sekarang kita berada pada posisi 30 ribu lebih, nah masih ada 70 ribu target kita. Kita berharap banyak keanggotaan dari teman-teman di kecamatan, dan 4 kecamatan di Penajam itu target kami, kalau rekruitmen legislatif Partai Golkar menunggu suplai DPP.(Wawancara 10 Oktober 2013)

Hal senada juga diungkapkan Gunwan:

Kalau syarat di KPU 1000 per kabupaten, dan kita sudah punya 300 ribu anggota, ini melalui isi formulir pendaftaran, di kecamatan sudah beres. Hari ini kami lebih mengutamakan kuantitas jumlah keanggotaan dulu, dari secara fisik kami bisa membaca peta kekuatan nanti.(Wawancara 10 Oktober 2013)


Pernyataan Muslimin dan Gunawan menegaskan bahwa Partai Golkar memiliki cara tersendiri dalam melakukan perekrutan anggota, terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural perekrutan yang dilakukan partai politik tersebut. Jamaluddin juga mengungkapkan:

Partai Golkar di Kabupaten Penajam dalam rekruitmen anggota diupayakan dari kecamatan, ada 4 kecamatan di Penajam dan kami berupaya mendapat anggota partai di sana, melalui proses sosialisasi sehingga masyarakat pun jadi mengerti tentang partai dan semangat yang dibawa Golkar.(Wawancara 10 Oktober 2013).

Tak hanya itu, proses rekruitmen juga merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai proses penjaringan, yang nantinya akan diusung sebagai calon legislatif. Implementasi rekruitmen politik mencakup rekruitmen anggota, rekruitmen pengurus, rekruitmen calon anggota legislatif, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Adapun rekapitulasi Jumlah perolehan suara anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten penajam paser utara dalam pemilu legislatif tahun 2009.

Tabel 4.2

Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Dalam Pemilu Legislatif 

tahun 2009

	No
	Nama Partai
	Dapil

1
	Dapil

2
	Dapil

3
	Total Suara
	Persen

	1
	Partai Golongan Karya
	7.346
	8.938
	5.482
	21.766
	31,38 %


Sumber: KPU Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan data rekapitulasi tahun 2009 partai Golkar memperoleh delapan orang yang terpilih menjadi anggota legislatif di kabupaten penajam paser utara, yang mana delapan orang tersebut mendapatkan suara minimal 1000 suara sesuai ketentuan dari KPU. Adapun nama-nama kader dari partai Golkar yang duduk menjadi anggota legislatif pada tahun  2009.

Tabel 4.3

Perolehan Kursi Partai Golkar Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2009

	No
	Nama
	Dapil 
	Suara

	1
	Safaruddin, SH
	1
	1.184

	2
	Jamaluddin
	1
	1.375

	3
	H.Andi Muhammad Yusuf, SH
	1
	1.863

	4
	Nanang Ali, SE
	2
	3.187

	5
	Hj.Jumriah
	2
	1.476

	6
	Hj.Hasmiah
	2
	1.138

	7
	H.Dasuki Istad, SE
	3
	1.843

	8
	Andi Gunawan Harahap, SE
	3
	1.093


Sumber :KPU Kabupaten Penajam Paser Utara

Dari table di atas dapat dilihat bahwa partai Golkar sebagai salah satu pemenang peserta pemilu yang mendapatkan suara terbanyak dan mewakili partai Golkar dalam memposisikan kadernya di lembaga legislatif di kabupaten penajam paser utara.

Dapat disimpulkan bahwa partai Golkar memberikan pembekalan terhadap para kader dan kepada calon anggota legislative agar lebih mengutamakan kualitas dalam mengemban tugas-tugas partai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kaderisasi Partai Golkar Kabupaten Penajam paser Utara menggunakan sistem Stelsel Aktif (masyarakat aktif) dan Bottom Up (usulan dari bawah) dengan metode yang digunakan adalah diskusi dan penyajian materi. Implementasinya adalah melalui pola KARAKTERDES yang meliputi yaitu Kader Penggerak Cepat (KPC) sebagai tim rekrutmen kader. Setelah diadakan rekrutmen kader, maka dibentuklah Kelompok Kader (POKKAR). Kader ini dicetak untuk meneruskan perjuangan organisasi dengan tetap mengacu pada program kerja dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.

4.2.3 Pertimbangan Partai Dalam Menetapkan Calon Anggota Legislatif

4.2.3.1 Pertimbangan bagi kader

Seperti yang diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa partai Golkar dalam menetapkan calon anggota legislatif melalui proses rapat pleno, yang mana pada rapat tersebut tim yang dibentuk mempunyai pertimbangan dalam menetapkan calonnya, sesuai dengan petunjuk/pedoman penyusunan daftar calon anggota legislatif. Dengan menetapkan empat criteria:

4.2.3.1.1 Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT)

Salah satu persyaratan dalam kader sebagai calon anggotta legislative adalah memiliki prestasi, dedikasi. Disiplin. Loyalitas dan tidak tercela atau tidak memiliki masalah hukum. Seorang kader membawa nama partainya, semakin dia berprestasi maka semakin besarlah partai tersebut, prestasi yang dicapai oleh kader akan mengembangkan partai sehingga mampu bertahan. Dedikasi yang yang baik dari kader akan menjadi contoh bagi kader-kader muda lainnya, begitu pula dengan loyalitas dan disiplin hal ini akan membuat nama kader akan semakin diingat dan mencapai keberhasilan dipartainya. Lebih baik lagi bila kader yang menjadi calon anggota legislative tidak tersangkut kasus hukum manapun, maka semakin cemerlang kinerja calon tersebut untuk dapat diloloskan sebagai anggota legislative yang didukung penuh oleh partai. Hal ini disampaikan oleh Darhuddin dalam wawancara sebagai berikut :

seorang kader harus dapat menjaga namanya pribadi sebagai mahluk social. Pandai berkomunikasi bukan berarti dapat meloloskan diri dari kejahatan hukum. Bila sudah menjadi kader partai bearti sudah berkomitmen untuk menjaga nama baik diri dan partai. (wawancara 24 Juli 2013).

Kesimpulan dari narasumber diatas adalah kader wajib memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tersangkut kasus hukum. Hal ini akan menjadi panutan bagi generasi-generasi dan kader-kader yang baru di dalam partai.

Secara umum fungi seorang kader melekat dan terkait erat dengan tugas kepartaian yang meliputi, menjaga mobilitas organisasi dan kesimbungan partai, menjalankan kebijakan partai dalam membangun Negara dan masyarakat sesuai dengan doktrin partai. Melakukan penggalangan menuju pemenangan politik, menyerap aspirasi masyarakat untuk dirumuskan sebagai kebijakan partai yang harus diperjuangkan. Partai adalah sokoguru demokrasi dan demokrasi adalah cara yang disepakati dalam konstitusi untuk mewujudkan cita-cita bernegara yakni kesejahteraan rakyat. Dengan demikian kader partai adalah kader masyarakat dan Negara.
4.2.3.1.2 Intelektual

Sebagai generasi muda yang meneruskan semangat dan perjuangan bangsa, wajib memiliki nilai-nilai kecakapan, keuletan, prakarsa, militansi dan disiplin. Kader juga memiliki kualifikasi, dalam perspektif partai, kompetensi dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan seorang kader dalam mengaktualisasikan doktrin dan kebijakan untuk mengemban misi partai menuju pencapaian tujuan dan cita-cita perjuangan partai, kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh kader meliputi : kompetensi ideology yaitu kemampuan kader dalam memahami sikap dasar partai Golkar tentang ideology pancasila dan mengekspresikan ideology pancasila dalam kehidupan sehari-hari, memahami kedudukan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, serta memahami dan mengaktualisasikan fungsi pancasila sebagai ideology terbuka. Kompetensi selanjutnya adalah kompetensi politik adalah kemampuan kader dibidang politik yaitu pengetahuan tentang Negara dalam semua aspeknya, seperti pemahaman tentang konstitusi, peraturan perundang-undnagan, pemahaman tentang kebijakan pemerintahan dan kebijakan pembangunan dinamika lingkungan strategis serta kemampuan advokasi untuk memperjuangkan suatu kebijakan. Kemampuan ke-Golkaran adalah pengetahuan sikap dan keterampilan kader dalam mengaktualisasikan kebijakan partai. Kemampuan kepemimpinan yaitu kemampuan praktis organisatoris yang harus dimiliki kader agar mampu memajukan dan mengemban nilai partai. Kemampuan keprofesionalan yaitu kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap professional sesuai bidang kerja dan keahliannya masing-masing. Hal ini disampaikan oleh Gunawan selaku wakil sekretaris bidang organisasi yaitu :

kemampuan kader harus terus menerus dipupuk, ilmu yang telah didapat diterapkan dikepengurusan dan di partai juga dimasyarakat agar berguna untuk orang banyak. (wawancara 24 Juli 2013).

Berdasarkan narasumber dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan yang telah didapatkan dan dibekali oleh partai tidak hanya berhenti ditempat tetapi dipergunakan dimasyarakat agar dapat dibagi.
4.2.3.1.3 Memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang.

Ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang untuk menjadi calon anggota legislative antara lain : melalui tahapan pencalonan, telah aktif sebagai kader atau ormas yang didirikan oleh partai, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang diatas 5 tahun atau lebih, didukung 30% dari pemegang hak suara, pendidikan minimal SMA/ sederajat, aktif sebagai anggota partai minimal 5 tahun, pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kader, memilki prestasi dedikasi disiplin loyalitas dan tidak tercela, tidak pernah terliubat G-30 S/PKI dan bersedia meluangkan waktu  dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam partai.

Hal ini diutarakan oleh Anton Kusuma selaku wakil sekretaris bidang hokum dan HAM bahwa :

Ketentuan yang telah ditetapkan oleh partai Golkar sudah memenuhi syarat yang diberlakukan oleh partai manapun di Indonesia. Ketentuan ini pun di sosialisikan oleh partai untuk kader-kader baru. Hal ini penting karena landasan ketentuan partai wajib ditaati. setiap kader yang diusung haruslah kader yang militan, kader yang mempunyai finansial yang cukup, memiliki ketokohan, dan tidak terjerat oleh tindak pidana hukum minimal 5 tahun” (Wawancara 24 Juli 2013)

Dari hasil penelitian penulis, sebagaimana dengan hasil wawancara dengan H.Jumari selaku ketua Harian, mengatakan bahwa:

 setiap calon yang akan diusung harus memiliki 4 kriteria yang sesuai dengan petunjuk/ pedoman dari pusat, selain itu kader yang dicalonkan harus mempunyai elektabilitas yang tinggi terhadap keterpilihan kader di masyarakat” (Wawancara 24 Juli 2013)

Dari penelitian penulis, dan ditambah dengan beberapa pendapat narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa partai Golkar dalam menetapkan calon yang akan diusung dalam pemilu legislatif sesuai dengan petunjuk dan pedoman dari pusat, kader yang diharapkan dapat menjaga mobilitas organisasi partai dan mampu menyerap aspirasi masyarakat untuk dirumuskan menjadi kebijakan partai yang harus diperjuangkan. 

Sedangkan daftar nama yang mendapatkan jumlah suara paling banyak dari masing-masing dapil dapat dilihat di tabel dibawah ini :

Tabel 4.4

Nama suara terbanyak pada pemilu Legislatif di setiap dapil Kabupaten Penajam Paser Utara

	Nama
	Dapil
	Pendidikan
	Jumlah Suara
	Lama Berorganisasi di Golkar

	H. M. Yusuf. SH
	Dapil I Penajam
	S1
	1.863
	6 Tahun

	Nanang Ali. SE
	Dapil II Babulu Waru
	S1
	3.187
	6 Tahun

	H. Dasuki Istad .SE
	Dapil III Sepaku
	S1
	1.843
	6 tahun


 Sumber : http://www.kpu.go.id
Dapat dilihat ditabel diatas bahwa perolehan jumlah suara pemenang pemilu tahun 2009 bahwa dari Daerah Pemilihan I yang dimenangkan oleh H. M. Yusuf. SH dengan perolehan suara 1.863 suara yang berasal dari daerah pemilihan Penajam, begitu pula dari daerah pemilihan Babulu Waru Nanang Ali. SE mendapatkan suara 3.187 dari H. Dasuki Istad dari daerah pemilihan Sepaku mendapatkan suara 1.843 suara. Ini juga yang menjadi pertimbangan partai dalam memilih kader-kader yang kompeten untuk duduk menjadi anggota legislatif yang mana aspek pengabdian mereka dianggap sudah mengerti secara jelas mengenai Visi dan Misi dari partai Golkar tersebut dan tidak pernah tersangkut tindak pidana hukum.
4.2.3.2 Pertimbangan partai yang non kader

Mengingat besarnya peranan figur popular dalam meningkatkan perolehan suara partai, maka banyak partai yang juga mengandalkan figur-figur terkenal baik dari kalangan akademis, artis, olahragawan yang direkrut oleh partai menjadi anggota dan bahkan menjadi calon legislatif.

Memasuki pemilu 2009, sistem pemilu berubah menjadi sistem proposional daftar terbuka. Sistem ini telah mendorong terjadinya perubahan strategi partai dalam memenangkan pemilu. Partai tidak lagi dominan baik dalam penentuan caleg, maupun dalam pemenangan pemilu. Sistem kompetisi terbuka antar calon legsilatif di dalam internal partai mendorong gairah calon legislatif untuk berjuang dengan segala cara agar dapat menperoleh suara tertinggi di dalam partai supaya lolos menjadi anggota legislatif 

Beberapa pertimbangan mengapa seseorang dapat direkrut, walaupun bukan kader partai, yaitu: pertama Karena modal sosial dan kedua mempunyai modal ekonomi. Modal sosial terkait dengan banyaknya pengikut yang seseorang miliki karena posisinya baik sebagai tokoh agama, tokoh politik, maupun tokoh masyarakat lainnya. Modal ekonomi terkai dengan kekayaan yang dia miliki, biasanya mereka adalah seorang pengusaha atau orang yang mempunyai kekayaan cukup untuk mendanai kampanye pemenangan pemilu.

Dari hasil penelitian penulis, tidak ada pedoman pencalonan legislatif di partai Golkar dalam merekrut calon anggota legislatif yang bukan dari kader partai, tetapi penulis mendapatkan informasi dari beberapa hasil wawancara bahwa calon yang non kader haruslah menjadi kader partai terlebih dahulu dengan dibuktikannya Kartu Tanda Anggota, setelah itu barulah partai dapat mencalonkan kader tersebut menjadi colon legislatif yang diusung oleh partai, sesuai dengan mekanisme penetapan yang dilakukan oleh partai Golkar.

Adapun data yang penulis dapat dari hasil wawancara di partai Golkar adalah sebagai berikut:

1) Ketokohannnya, yang dimaksud disini adalah calon tersebut mempunyai figur yang baik dimata masyarakat dan mampu bersaing dengan kandidat-kandidat lain.

2) Finansial, yang dimaksud disini adalah calon tersebut mempunyai modal yang cukup untuk melakukan kampanye.

3) Intelektual, yang dimaksud disini adalah seseorang yang mempunyai kemampuan yang baik dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat.

4) Massa, yang dimaksud disini adalah seseorang mempunyai pengaruh atau pendukung yang relatif besar dimasyarakat
5) Memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang, yang dimaksud disini adalah bahwa orang yang akan dicalonkan tidak tersangkut pidana, mampu bertanggung jawab dan lain-lain

Dari hasil wawancara penulis, H.Jumari selaku ketua harian partai Golkar mengatakan bahwa:

calon tersebut haruslah mempunyai elektabilitas yang tinggi seperti  tokoh masyarakat, agama, maupun politik dan harus mempunyai finansial yang cukup untuk dapat terpilih menjadi anggota legislative” (Wawancara 24 Juli 2013)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh H.Jumari, Anton Kusuma selaku wakil sekertaris bidang hukum dan HAM mengatakan bahwa:

finansial sangat berpengaruh bagi calon legislatif yang bukan dari kader golkar, agar dapat membiayai biaya kampanye, dan orang tersebut haruslah tokoh yang berpengaruh bagi masyarakat. (Wawancara 24 Juli 2013)

Dari hasil wawancara dan data sebagai penunjang penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang calon yang diusung oleh partai Golkar yang bukan dari partai Golkar haruslah seorang yang mempunyai mempunyai modal sosial dan modal finansial yang cukup agar calon tersebut dapat terpilih menjadi anggota legislative.

Partai golkar memiliki kebijakan untuk memilih atau menetapkan calon anggota legislative yang bukan dari kader partai, hal ini di utarakan dan di ungkapkan oleh H. Jumati sebagai berikut :

kebijakan partai sejak tahun 1990 mengatakan bahwa partai Golkar dapat menetapkan atau mencalonkan anggota legislative diluar kader, hal ini menyangkut akan kemampuan, kompetensi dan dasar hokum yang jelas bahwa calon anggota legislative tersebut mampu membawa visi misi partai kearah yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat. (Wawancara 24 Juli 2013)

Hal senada juga disampaikan oleh muslimin selaku wakil ketua bidang pemenangan pemilu wilayah I sebagai berikut :

sebagai Calon anggota legislative diluar kader harus memiliki nilai lebih dimasyarakat dan tidak merangkap jabatan sebagai pejabat dipemerintahan hal ini dilakukan agar anggota legislative focus terhadap kepentingan partai. (Wawancara 24 Juli 2013)

Berdasarkan hasil wawancara dan bukti penulis bahwa kebijakan partai dalam menetapkan dan memilih calon anggota legislative diluar kader partai  dilakukan untuk mendongkrak popularitas partai dengan memilih orang-orang yang berkompeten dan berprestasi di masyarakat.

Dengan demikian perubahan dari memilih partai menjadi memilih calon pada pemilu legislatif 2009 sedikit banyak telah menegaskan pendekatan idiologis. Para kader partai bisa pindah ke partai manapun yang dia suka dan bisa menerimanya menjadi caleg, tanpa hirau dengan identitas idiologis dan historis. Begitupun partai bisa menerima setiap orang yang akan menjadi caleg dari partai yang bersangkutan yang dianggap mempunyai potensi, baik ekonomi maupun politik, maka untuk melengkapi penelitian penulis maka penulis akan membahas bagaimana cara partai menjaga kader-kader partai agar tidak pindah ke partai lainnya.

Dalam melengkapi data mengenai pertimbangan partai dalam menentukan calon legislatif yang bukan dari kader partai, penulis mencoba mewawancarai caleg dari partai Golkar, penulis mendapatkan bahwa Ibu Yuliana Taruk Linggi adalah seorang pensiunan pegawai negeri dan mendapatkan jabatan-jabatan strategis seperti Kepala seksi kesehatan, Kabit sehatan, kasubak umum di dinas kesehatan dan lain-lain, adapun riwayat pekerjaan dari ibu yuliana ini menjadi PNS dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2012, selain itu ibu yuliana  juga mempunyai gelar S.sos, dan yang tak kalah penting ibu yulina mempunyai keluarga besar di kabupaten penajam paser utara yang memungkinkan ibu yuliana mendapatkan suara dan masa yang banyak.

4.2.4 Strategi partai dalam menjaga kader agar tidak pindah ke partai lain

4.2.4.1 Memberikan jabatan-jabatan strategis

Partai Golkar memberikan jabatan-jabatan kepada kader-kader yang memiliki potensi dan kemampuan. Seperti halnya jabatan sebagai fungionaris partai dengan pengalaman dan memberikan rencana kerja yang spesifik, kader dapat dinilai sukses dan berprestasi sehingga mampu membawa visi misi partai dimasa yang akan datang. Hal ini disampaikan oleh Hj. Zulaiha selaku wakil bendahara partai Golkar bahwa :

partai pasti akan menempatkan orang-orang yang berkompeten di posisi-posisi dengan jabatan partai yang bagus. Hal ini ditunjang dari kemampuan, keuletan dan prestasi dari kader untuk menunjukan bahwa kader mampu menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh partai. (wawancara, 24 Juli 2013)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Gunawan selaku wakil sekretaris bidang organisasi yang mengatakan bahwa :

setiap kader yang dianggap mampu dan berprestasi pasti masuk dalam penilaian sehingga dapat ditempatkan ditempat yang cocok dengan kemampuannya. (wawancara, 24 Juli 2013)

Berdasarkan analisa penulis sesuai yang didapat dalam wawancara dan bukti bahwa strategi partai dalam menjaga kader-kadernya agar tidak berpindah ke partai lain antara lain adalah memberi penghargaan, jabatan dan insentif kepada kader yang berprestasi. Tetapi dilapangan, penulis kesulitan untuk mencari bukti melalui wawancara bahwa insentif atau gaji diberikan oleh kader yang berprestasi, sedangkan penghargaan dan jabatan yang diberikan oleh kader yang berprestasi secara continue dilakukan untuk regenerasi anggota fungsionaris partai Golkar.

Hal ini disampaikan oleh oleh H. Jumari Selaku Ketua Harian Partai Golkar yang mengatakan :

Partai pasti meregenerasikan perjuangan dan cita-cita serta visi dan misi partai. Kader-kader partai yang memiliki kemampuan, kualitas dan berkompetensi akan diberikan penilaian oleh partai dan di anggap layak untuk menempati dan menduduki jabatan sebagai fungionaris partai sesuia dengan kemampuan yang diberikan oleh kader tersebut. (Wawancara 24 Juli 2013)

Berdasarkan hasil wawancara dan bukti dapat diambil kesimpulan bahwa penghargaan, jabatan yang diberikan oleh kepada kader dilihat dari prestasi dan hasil kinerja kader tersebut sehingga mampu membawa visi misi partai menjadi lebih baik.
4.2.4.2 Memberikan insentif (gaji)

Cara lain agar kader tidak berpindah kelain partai adalah dengan memberi insentif atau gaji kepada kader. Biasanya hal ini sebagai motivasi kepada kader yang memberikan waktu, tenaga dan fikirannya untuk memajukan partai, namun berbeda dengan kenyataannya bahwa partai Golkar tidak memberikan insentif atau Gaji kepada kader-kadernya. Hal ini disampaikan oleh H.jumari selaku ketua Harian yang mengatakan bahwa :

Tidak ada strategi khusus partai Golkar dalam menjaga kader-kadernya, biasanya partai dalam menjaga kader hanya turun ke tingkat pengurus didesa dalam menjaga silaturahmi dan mengajak kader-kader di tingkat desa untuk dalam kegiatan partai(Wawancara, 26 Juli 2013)

 Senada dengan apa yang di sampaikan Hjumari, Gunawan mengatakan bahwa:

Partai Golkar biasanya turun ke tingkat desa setiap enam bulan sekali dalam rangkat meningkatkan hubungan silaturahmi antar pengurus didesa (Wawancara, 26 Juli 2013)

Dari hasil wawancara dan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kader tidak diberi insentif oleh partai, melainkan partai mencoba menjaga kader dari tingkat desa ke dengan cara mengajak kader-kader di tingkat desa untuk aktif didalam kegiatan kegolkaran.

Adapun data yang coba di kumpulkan penulis mengenai strategi partai dalam menjaga kadernya adalah dengan Notulen Reses, Notulen Reses adalah tanggung jawab serta kewajiban bagi kader partai yang duduk menjadi dewan perwakilan rakyat yang mana setia setahun sekali para anggota dewan tersebut turun kemasyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan tentang sistem kaderisasi partai Golkar pada pemilihan umum tahun 2009 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem kaderisasi yang dilakukan oleh partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sistem kaderisasi partai Golkar antar lain adalah memberikan pelatihan bagi kader sebagai salah satu bentuk pengembangan sumber daya manusia. Didukung nilai manfaat yang dapat diambil dari pendidikan dan pelatihan yaitu dapat menunjang kelancaran tugas partai. Karena kader yang pernah mengikuti pelatihan akan memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian serta kecakapan untuk menjalankan tugas-tugas serta tanggung jawab yang diberikan partai politik sebagai salah satu kualifikasi yang dimiliki seorang kader. Dalam perspektif partai, kompetensi dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab untuk mengaktualisasikan kebijakan untuk mengemban misi partai menuju pencapaian tujuan dan cita-cita yang harus dimiliki kader partai Golkar

2. Proses penetapan calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara. Proses penetapan calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu menjalani Proses Rekruitmen/seleksi calon anggota legislative. Proses rekruitmen calon legislative dari kader berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh tim seleksi. Penilaian yang dilakukan oleh tim seleksi mencakup kecakapan yaitu kemampuan untuk menguasai suatu pengetahuan atau keterampilan tertentu, keuletan yaitu mampu memperjuangkan sesuatu secara tekun, tahan terhadap tekanan dan hambatan, prakarsa yaitu kemampuan dalam mengambil keputusan, militansi yaitu kemauan dan kemampuan berjuang keras dalam menghadapi kesulitan serta disiplin yaitu kemauan dan kemampuan untuk mentaati peraturan. Serta dalam meningkatkan kemampuan kader dalam berkomunikasi dengan masyarakat menentukan citra partai dimasa yang akan datang. Kaderpun wajib meningkatkan kemampuan meminta dukungan khususnya kalangan generasi muda. Selain itu calon kader wajib memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas sebagai anggota legislatif, memiliki pengabdian dan rekam jejak yang baik selama aktif dipartai golkar, memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT), dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang.

3. Partai Golkar menetapkan calon anggota legislatif yang bukan dari kader Golkar. Dan apa pertimbangannya. Penetapan calon anggota legislatif yang bukan dari kader Golkar masih sering terjadi setelah adanya rapat pleno partai Golkar tetapi wajib memiliki beberapa pertimbangan mengapa seseorang dapat direkrut, walaupun bukan kader partai, yaitu: pertama karena modal sosial dan kedua mempunyai modal ekonomi. Modal sosial terkait dengan banyaknya pengikut yang seseorang miliki karena posisinya baik sebagai tokoh agama, tokoh politik, maupun tokoh masyarakat lainnya. Modal ekonomi terkait dengan kekayaan yang dia miliki, biasanya mereka adalah seorang pengusaha atau orang yang mempunyai kekayaan cukup untuk mendanai kampanye pemenangan pemilu
4. Strategi partai dalam menjaga kader-kadernya agar tidak pindah ke partai  lain. Strategi partai dalam menjaga kader-kadernya agar tidak pindah ke partai  lain antara lain memberikan jabatan-jabatan strategis, Partai Golkar memberikan jabatan-jabatan kepada kader-kader yang memiliki potensi dan kemampuan. 
Kaderisasi politik merupakan sebuah proses awal yang akan sangat menentukan kinerja parlemen (legislatif). Jika sekarang kapasitas dan legitimasi elit politik sangat lemah, salah satu penyebabnya adalah proses kaderisasi yang buruk. Sudah saatnya Partai Politik mengubah mekanisme kaderisasinya agar dapat menghasilkan elit politik yang berkualitas, cakap, kredible, integritas, legitimasi dan mempunyai kapasitas yang memadai dalam meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan rakyat. Sebagai sarana kaderiasi politik, Partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.

Partai Golkar adalah bukan kontestan baru dalam percaturan politik di Indonesia. Partai Golkar Kabupaten Penajam telah didirikan di Penajam pada tanggal 26 Juli 2009 dan telah lolos verifikasi di Kemenkuham. Partai Golkar mulai memperluas basisnya ke seluruh pelosok Indonesia guna mencari dukungan dalam menghadapi pemilu 2014. Institusional partai diatur sedemikian rupa dengan membawa konsep Restorasi Indonesia Menuju Perubahan yang berlandaskan kepentingan rakyat, salah satunya memperkuat basis di Kabupaten Penajam.

Jika analisis kaderiasi politik Partai Golkar di Kabupaten Penajam dapat dikatakan searah dengan yang dikemukakan dalam teori Gabriel Almond, bahwa Partai Golkar memiliki pola kaderiasi terbuka dan kaderiasi tertutup.

a. Kaderisasi Terbuka

Kaderisasi Terbuka adalah proses pengkaderan secara umum kepada publik untuk mau dan dengan ikhlas menjadi anggota yang pertama memberikan formulir keanggotaan kepada masyarakat untuk dengan ikhlas dan sukarela bergabung dan memperjuangkan hak rakyat bersama Partai Golkar. Ini disosialisasikan di Kabupaten Penajam Paser Utara juga melalui organisasi-organisasi sayap Partai Golkar.

b. Kaderisasi Tertutup

Kaderisasi tertutup adalah proses pengkaderan yang ditunjuk atau dipilih oleh sebagian elit partai Golkar, kapasitas anggota untuk menjadi pengurus inti ataupun rekomendasi menjadi calon legislatif. Untuk calon legislatif, Partai Golkar  Kabupaten penajam menunggu keputusan atau suplai dari DPP.

Proses kaderiasi harus berlangsung secara terbuka. Masyarakat harus memperoleh informasi yang memadai dan terbuka tentang siapa kandidat parlemen dari partai politik, track record masing-masing kandidat, dan proses seleksi hingga penentuan daftar calon. Partai politik mempunyai kewajiban menyampaikan informasi (sosialisasi) setiap kandidatnya secara terbuka kepada publik. Di sisi lain, partai juga harus terbuka menerima kritik dan gugatan terhadap kandidat yang dinilai tidak berkualitas oleh masyarakat.
5.2 Saran 

1. Kaderisasi yang dilakukan partai politik ini hanya sebagai ritual politik partai menjelang Pemilu dilaksanakan. kaderisasi idealnya berfungsi sebagai proses seleksi terhadap individu yang berada di tingkat akar rumput yang memiliki keinginan, kemampuan, dan integritas untuk menjadi anggota partai politik.

2. Partai politik sudah saatnya mengubah mekanisme kaderisasinya agar dapat menghasilkan elite politik yang berkualitas. Perekrutan itu didasarkan atas faktor kegunaan dan masuknya para calon ke dalam birokrasi biasanya dicapai dengan beberapa bentuk ujian yang dibuat  untuk menguji faktor tersebut. Proses kaderisasi dari parpol harus betul-betul diperbaiki.

3. Dalam melakukan penyeleksian calon legislatif, sebaiknya partai politik melakukannya secara terbuka, di mana setiap tahapan-tahapan, syarat dan prosedur harus diketahui oleh publik, sehingga masyarakat luas dapat melihat dan menilai kemampuan dari setiap calon legislatif. Sebelum seorang calon anggota legislatif diajukan kepada KPU, semestinya partai politik terlebih dahulu melakukan rekruitmen atau penyeleksian terhadap calon legislatif, baik penelitian terhadap persyaratan administrasi yang mencakup legalitas dari penilaian ijazah/STTB, tes kesehatan, maupun keterangan bebas hukum. Kelemahan lain dari proses rekruitmen politik pada partai politik yaitu segala persyaratan pencalonan anggota legislatif tidak disampaikan secara umum. Selama ini persyaratan yang ditawarkan oleh masing-masing partai untuk menjadi anggota legislatif hanya disampaikan pada kepengurusan partai saja, sehingga masing-masing calon legislatif mayoritas dipegang oleh orang-orang yang memiliki jabatan di partai. Seharusnya persyaratan tersebut dapat disosialisasikan melalui bermacam-macam cara dengan melibatkan media massa. Jadi menurut penulis, cara seperti ini akan lebih kompetitif dan demokratis. Karena hal ini akan mengundang persepsi masyarakat secara luas, bahwa pencalonan anggota legislatif pada partai politik tidak hanya diperuntukkan bagi pengurus partai saja, tetapi masyarakat di luar partai juga mempunyai kesempatan untuk ikut berkompetisi dan memonitor dalam proses pencalonan legislatif.
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